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ABSTRAK 
Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, yaitu 
disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa referensi disebut 
juga dengan anak berkelainan mental subnormal, keterbelakangan 
mental, lemah ingatan, febleminded. Semua makna dari istilah itu 
sama, yaitu menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan 
mental dibawah normal atau mengalami hambatan dalam 
perkembangan mentalnya, sehingga mengalami hambatan dalam 
memahami masalah.  
Layaknya orang normal lainnya, seorang tunagrahita juga 
memiliki motivasi dasar seks yang dapat tidak terkendali akibat 
dorongan dari berbagai faktor dan lingkungan. Sehingga tidak 
menutup kemungkinan bagi tunagrahita melakukan zina. Sanksi bagi 
pelaku zina menurut hukum Islam yang terdapat pada Al-Qur’an Surat 
An-Nisa ayat 15-16, An-Nur ayat 2, dan Hadist riwayat Jama’ah 
adalah hudud yaitu berupa rajam atau jilid. Sedangkan menurut 
hukum positif yang terdapat dalam KUHP Pasal 284, sanksi bagi 
pezina yaitu pidana penjara maksimal sembilan bulan.  
Dalam Hukum Islam terdapat syarat-syarat bagi pezina agar 
dapat dijatuhi sanksi, yaitu berakal, baligh, atas kemauan sendiri, dan 
mengetahui keharamannya. Sedangkan dalam Hukum Positif syarat 
agar dapat dijatuhi sanksi yaitu sudah menikah dan ada suami atau 
istri yang mengadukan. Lalu bagaimana sanksi bagi pezina yang 
tunagrahita menurut hukum Islam dan hukum Positif. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini 
adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, juga disebut sebagai 
penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum 
doktrinal ini hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data 
sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, teori-teori 
hukum dan konsep hukum. Analisa yang dilakukan terhadap data 
berupa analisa normatif-kualitatif. Penelitian doktrinal ini bertumpu 
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pada hukum normatif atau hukum positif dan doktrin-doktrin, serta 
hukum Islam. 
Hasil dari penelitian ini mengemukakan  bahwa bagi pelaku 
zina yang tunagrahita tidak semua dapat dijatuhi sanksi, karena 
keterbatasan yang mereka miliki mendapat perlindungan dari hukum, 
baik hukum Islam maupun hukum Positif. Seorang tunagrahita 
memiliki hambatan dalam perkembangan akalnya, sehingga sulit 
untuk memahami sesuatu. Syarat dari suatu perbuatan zina dapat 
dijatuhi sanksi hudud yaitu mukallaf, yangmana kunci utamanya 
adalah akal. Jadi tunagrahita yang dapat dikenai sanksi hudud yaitu 
tunagrahita ringan yangmana masih mampu untuk dididik. Sedangkan 
untuk tunagrahita sedang dan berat tidak dijatuhi sanksi hudud akan 
tetapi diganti dengan sanksi ta’zir. Kondisi tunagrahita tersebut juga 
dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter atau psikolog. Jadi, 
tunagrahita dapat dijatuhi sanksi penjara asalkan ada keterangan atau 
lampiran dari dokter atau psikolog bahwa mereka cakap hukum.  
 
Kata Kunci: Zina, Tunagrahita. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
Pedoman  transliterasi yang digunakan adalah Sistem 
Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan 
Menteri P&K Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 
Nomor. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.  
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf 
Latin 
Keterangan 
Alif - tidak dilambangkan 
Ba b - 
Ta t - 
Sa s s (dengan titik di 
atasnya) 
Jim j - 
Ha h (dengan titik 
dibawahnya) 
Kha kh - 
Dal d - 
Zal z z (dengan titik di 
atasnya) 
Ra r - 
Zai z - 
Sin s - 
Syin sy - 
Sad s s (dengan titik 
dibawahnya) 
xii 
 
Dad d d (dengan titik 
dibawahnya) 
Ta t t (dengan titik 
dibawahnya) 
Za z z (dengan titik 
dibawahnya) 
Ain ‘ koma terbalik di atas 
Gain g - 
Fa f - 
Qof q - 
Kaf k - 
Lam l - 
Mim m - 
Nun n - 
wawu w - 
Ha h - 
hamzah ‘ apostrof, tetapi 
lambang ini tdak 
dipergunakan untuk 
hamzah di awal kata 
Ya y - 
 
II. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.  
Contoh:   ditulis  Ahmadiyyah 
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III. Ta’ Marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 
sebagainya.  
Contoh:    ditulis  jamā’ah  
2. Bila dihidupkan ditulis t  
Contoh: ditulis  karāmatul-auliyā′ 
IV. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u  
V. Vokal Panjang  
A   panjang  ditulis ā,  i  panjang ditulis  ī  , dan u panjang ditulis 
ū, masing-          masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.  
VI. Vokal Rangkap 
Fathah +yā  tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai,  ditulis dan 
fathah + wāwu mati ditulis au.  
VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata 
dipisahkan dengan apostrof ( ′ )  
Contoh:    ditulis a′antum  
 ditulis mu′annaś  
VIII. Kata Sandang Alif +Lam 
1. Bila diikut i huruf qamariyah ditulis al-  
Contoh:     ditulis Al-Qura′ān 
2. Bila diikut i huruf syamsiyyah, huruf  1 diganti dengan huruf 
syamsiyyah yang mengikut inya. 
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Contoh:   ditulis  asy-Syī‛ah  
IX. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 
X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat  
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
    tersebut.  
Contoh:   ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul- 
               Islām   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki 
kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau orang yang 
mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya.
1
 Seorang 
tunagrahita juga merupakan makhluk ciptaan Allah, yangmana 
Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda, 
dengan kondisi fisik dan mental yang berbeda pula.
 
 
Ada yang kondisi fisik dan mentalnya sempurna, ada juga 
yang memiliki kekurangan, seperti tidak dapat melihat, tidak 
dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, 
dan lain sebagainya. Kekurangan yang dimiliki seseorang tidak 
semuanya dibawa sejak lahir, ada pula yang terjadi karena suatu 
peristiwa tertentu seperti kecelakaan atau bencana alam, yang 
menyebabkan orang tersebut mengalami keterbatasan dalam 
menjalani kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. 
Keadaan demikian, dimana seseorang memiliki 
kekurangan atau keterbatasan fisik dan/atau mental, masyarakat 
biasa menyebutnya dengan orang cacat. Penyandang cacat adalah 
setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental, yang 
dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 
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 E. Kosasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, 
(Bandung : Yrama Widya, 2012), hal. 139 
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baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri 
dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta 
penyandang cacat fisik dan mental.
2
 Tunagrahita termasuk ke 
dalam penyandang cacat mental. 
Penggunaan istilah orang cacat bagi penyandang cacat 
sudah mulai ditinggalkan karena membuat orang tersebut menjadi 
minder atau tidak percaya diri. Sekarang ini banyak orang lebih 
sering menggunakan istilah difabel atau disabilitas untuk 
penyandang cacat. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang 
positif sehingga lebih sering digunakan saat ini. 
Undang-undang yang mengatur tentang disabilitas, yaitu 
pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang pengertian dari disabilitas, 
yaitu “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 
untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.3 
Selain dalam Undang-Undang, disabilitas juga diatur 
dalam Al-Qur‟an. Ajaran Islam juga mengatur tentang disabilitas 
sebagai bentuk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu 
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 UU RI No. 4 Th. 1997 tentang Penyandang Cacat 
3
 UU RI No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
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ayat dalam Al-Qur‟an yang menceritakan tentang disabilitas yaitu 
surah Al-Fath ayat 17 : 
جَشَح َٰٔوۡعَۡألّٱ َٔلَع َسۡ٘لّٞ جَشَح ِجَشۡعَۡألّٱ َٔلَع اَلَّّٞ َلَع اَلَّّ ٔ
جَشَح ِضِٗشَوۡلّٱٰۗٞدٌََ  َُ ۡلِ ۡذُٗ  َُ َلُّْ َسَّ  َ َللّٱ ِ ِ ُٗ يَهَّ  ٞ  يِه ِٕشۡجَذ
نِ٘لَّأ اًتاَزَع َُ ۡتِزَعُٗ َلَّْ َرَٗ يَهَّ  ُۖشَِٰ ًَۡۡألّٱ اَِ ِرۡحَذٞ ا 
Artinya : Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang 
yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak 
ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang 
berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang 
pedih.
4
 
 
Ayat ke-17 surah Al-Fath bisa dipahami bahwa pada 
prinsipnya Al-Qur‟an tidak mendiskriminasi disabilitas tetapi 
malah memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang secara 
fisik terbatas, mereka memiliki lahan ibadah serta kontribusi 
aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan manfaat 
terhadap sesama manusia. 
Al-Qur‟an menjelaskan bahwa dilarang keras menghina 
dan merendahkan orang lain. Terdapat pula ayat-ayat di Al-
Qur‟an yang memberikan perhatian terhadap kaum disabilitas. Di 
dalam ayat tersebut dijelaskan tentang disabilitas tunanetra dan 
tunadaksa, bahwa tidak boleh membeda-bedakan antara orang 
sempurna dengan penyandang disabilitas. Dimata Allah semuanya 
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 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur‟ an dan 
Tejermahan untuk Wanita, (Jakarta: Penerbit WALI, 2012), hal. 513 
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sama, yang membedakan hanya ketaqwaan dan keimanan saja. 
Ayat dalam Al-Qur‟an yang digunakan untuk menceritakan 
disabilitas yaitu Summun, Bukmun, Umyun, dan A‟raj yang 
berarti tuli, bisu, buta dan pincang.  
Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki 
kemampuan intelektual yang berbeda, dimana dalam hukum baik 
hukum Islam maupun hukum positif melindungi mereka. 
Meskipun seorang tunagrahita memiliki bentuk yang berbeda 
dengan orang normal, baik dari segi fisik atau/dan mental, mereka 
sama-sama memiliki motivasi dasar dalam hidup. Salah satunya 
yaitu motivasi dasar seks.  
Sama halnya dengan orang normal, seorang tunagrahita 
juga memiliki motivasi dasar seks yang dapat tidak terkendali 
akibat dorongan dari berbagai faktor dan lingkungan. H.C. 
Witherington, seorang sarjana psikologi dari Amerika 
mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, 
yaitu : lapar, proteksi diri dan seks.
5
  
Sehubungan dengan motivasi dasar seks pada manusia, 
kesenangan seksual merupakan hasil pemenuhan motivasi dasar 
seks atau yang dengan kata lain kita istilahkan dengan nafsu, 
khususnya nafsu syahwat. Dengan demikian benarlah bahwa 
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 Z. Kasijan, Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam 
Al-Qur‟an, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 15-18 
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motivasi dasar seks itu adalah alami, yang menempati sepertiga 
dari seluruh kekuatan motivasi dasar yang ada pada diri individu.
6
 
Para penganjur seks bebas memiliki argumen bahwa 
dorongan seks itu alami, persis seperti lapar dan dahaga. 
Pemuasannya juga bersifat alami atau natural. Sedangkan para 
penyanggahnya berpendapat bahwa memang benar dorongan seks 
itu pada mulanya bersifat fisiologis dan alami, sebagai produk dari 
kegiatan ganduler. Namun kemudian, segi-segi psikis dari seks 
ikut muncul, berupa imaginasi seks yang mempengaruhi kegiatan-
kegiatan glanduler.
7
  
Hal ini berarti bahwa, dorongan-dorongan seks itu lalu 
bersifat artifisial, bukan alami lagi, sebab semakin banyak 
terdapat stimuli/perangsang seks dalam masyarakat modern 
sekarang. Misalnya berupa : film-film biru, gambar-gambar dan 
majalah porno, pertunjukkan seks, dan lain-lain perangsang yang 
sangat kasar, sehingga muncul perbuatan seks yang sangat ditolak 
oleh masyarakat, umpama dalam bentuk : perkosaan, 
ekshibisionisme seksual, promiskuitas terbuka, dan lain-lain.
8
 
Setiap diri manusia memiliki motivasi dasar dalam hidup, 
salah satunya yaitu motivasi dasar seks. Jadi dorongan seks dalam 
diri manusia itu bersifat alami, dan pemuasannya pun  bersifat 
natural. Pada dasarnya dorongan seks ini memang bersifat alami, 
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akan tetapi dengan adanya banyak rangsangan seks dari luar, 
menyebabkan manusia tidak dapat mengontrol naluri seks yang 
kuat dalam diri mereka. Sehingga mengarah kepada perbuatan 
yang meresahkan masyarakat, seperti zina.  
Pengertian perzinaan menurut hukum Islam adalah 
hubungan seksual atau persetubuhan antara pria dengan wanita 
yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan 
secara sengaja.
9
 Persetubuhan yang disebut zina adalah 
persetubuhan ke dalam farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-
laki (zakar) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (farji), 
sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat 
celak mata.
10
  
Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki 
(hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap 
zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama 
penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan 
dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan pada 
miliknya sendiri.
11
 
Delik perzinaan menurut Hanafiyah dirumuskan sebagai 
persetubuhan, yakni melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau 
lebih dari seseorang yang mukallaf kedalam kemaluan 
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perempuan, yang dilakukan tidak oleh karena pemilikan atau 
syubhat. Ibnu Rusyd menambahkan, diluar pernikahan yang sah.
12
 
Sigmund Freud mengemukakan bahwa setiap diri 
manusia terdapat dasar  birahi yang terletak dibawah ambang 
kesadaran, dimana manusia sangat lemah terhadap rasa birahi itu, 
sehingga apabila seorang pria dengan wanita berhadap-hadapan 
sendirian memungkinkan timbulnya kortsluiting, seperti halnya 
listrik akan timbul daya tarik menarik.
13
 Perzinaan tidak hanya 
dapat dilakukan oleh orang normal, seseorang penyandang 
tunagrahita juga dapat terdorong untuk melakukan kejahatan ini 
karena pengaruh rangsangan seks yang begitu kuat dari dalam diri 
maupun dari lingkungan. 
Perzinaan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup 
serius. Karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, 
menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan dan 
ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya. 
Perzinaan dianggap sebagai masalah sosial. Dorongan seks itu 
begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia. Seks 
bisa membangun kepribadian, akan tetapi juga bisa 
menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. 
Zina merupakan dosa yang sangat besar, bila dibiarkan 
tanpa hambatan niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial 
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Ummah ini. Karena sebab ini maka ditetapkan hukuman yang 
mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam undang-
undang Hukum Islam, serta ancaman siksa yang dahsyat bagi para 
pezina di Hari Kemudian. Di dalan hukum Islam, sudah diatur 
dengan tegas hukumannya, yaitu hukuman hudud. 
Allah telah menyebutkan hukuman yang tegas dalam Al-
Qur‟an dan Sunnah  bagi para pezina. Wahyu  yang pertama 
dalam surah An-Nisa‟ ayat 15, membicarakan hukuman sampai 
mati ditetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena 
pelanggaran seks dirumahnya. Wahyu kedua mencakup baik 
lelaki maupun perempuan yang terdapat dalam surat An-Nisa‟ 
ayat 16 yang berbunyi “ Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji diantaramu, maka berilah hukuman kepada 
keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki 
diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”14 
 َيِ َۡ٘لَع ْاُّذِ ۡشَرُۡٲَف ۡنُكِئٓاَسًِ يِه َحَشِحَٰفۡلّٱ َيِ٘ۡذأَٗ ِٖرٰلّٱَّحَعَتۡسَأٞ  ىِئَف ۖۡنُكٌِه
 َُ َللّٱ َلَعۡجَٗ َّۡأ ُۡخَْۡولّٱ َيُِ َٰٓفَْ َرَٗ َٰٔرَح ِخُُْ٘ۡثلّٱ ِٖف َيُ ُْكِسۡهَأَف ْاُّذِ َش
لِ٘ثَُ  َيُِ َلّٞ ا. َف ۡنُكٌِه اَِ ٌِ َٰ٘ ِۡذأَٗ ِىاَزلّٱَّ  اَحَلۡصَأَّ  اَتاَذ ىِئَف ۖاَوُ ُّرأ
َللّٱ َىِإ ۗٓاَوُِ ٌَۡع ْاُْضِشۡعَأَفباَْ َذ َىاَك َٞ اًوِ٘حَس ا  
Artinya :Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 
perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi 
diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian 
apabila mereka telah memberi persaksian, maka 
kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah 
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
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memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua 
orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian 
jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka 
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang (16). (An-
Nisa‟ : 15-16)15 
 
Wahyu yang ketiga yaitu surat An-Nur ayat 2 
membicarakan tentang hukuman bagi mereka yang berdosa 
melakukan zina harus dihukum seratus kali cambukan, adapaun 
bunyinya sebagai berikut :  
ذِحَّٰ  َلُك ْاُّذِلَۡٲَف ًِٖاَضلّٱَّ  ُحَ٘ ًِاَضلّٱٞ جَۡذلَ  َحَئْاِه اَوُِ ٌِۡهۖٞ نُكۡزُِ ۡأَذ اَلَّّ  
حَۡفأَس اَوِ ِتٞ  ۡذَِ ۡشَ٘ ۡلَّّ  ِۖشِ ٓۡألّٱ ِمَْۡ٘ ۡلّٱَّ  َِ َللّٲِت َىٌُِْهۡؤُذ ۡنُرٌُك ىِإ َِ َللّٱ ِيِٗد ِٖف
حَفِئٓاَط اَوُِ َتاَزَعٞ ٌِِ٘ۡهؤُوۡلّٱ َيِه َي 
Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 
kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari 
akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman. (An-Nur ayat 2)
16
  
 
Hadist Nabi Muhammad SAW. juga menjelaskan bahwa 
kalau si pelanggar belum kawin (ghairu muhshan), maka dia 
harus didera (dicambuk) seratus kali dan diasingkan dari 
rumahnya selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku telah 
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menikah (muhshan), maka dia harus dicambuk seratus kali dan 
dirajam (dilempari batu) sampai mati. Namun, sebagian ulama ada 
yang mengatakan bahwa si pelanggar langsung dirajam sampai 
mati tanpa didera terlebih dahulu.
17
 
Adapun sunnah qauliah yang menjelaskan hukuman zina 
adalah sebagai berikut : 
 َِ ِلّآَّ  َِ ْ٘ َلَع َُ ّللّا َٔلَص َُ ّللّا ُلّْ ُ َس َلّاَق : َلّاَق ِدِهاّصلّا ِيْتَجَداَثُع ْيَع
ٌَِعاّْ ُزُِ  : َنَلَُ َّ .ًلاْ٘ ِثَُ  َيُِ َلّ َُ ّللّا َلَعَ ْذَق ٌَِٔعاّْ ُزُِ  ٔ
 ٍاّس( ُنَْ َشلّاَّ ٍحَئاِهُذْلَ  ِةَِ٘ثّلّاِت ُةَِ٘ثّلّاٍّحٌَ َُ  ُٔ ْفًَ َّ ٍحَئاِهُذْلَ ِشْكِثْلّاِتُشْكِثْلَّا
ٔئاسٌلّاّ ٓساخثلّالاا حعاوجلّا)  
Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah saw. 
bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, 
sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) 
bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus 
kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan 
janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”(Diriwayatkan 
oleh jama‟ah kecuali Bukhari dan Nasa‟i)18 
 
Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang 
dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah 
melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda 
ataupun duda (muhshan atau muhshanah). Sedangkan hukuman 
jilid atau cambuk atau dera dijatuhkan kepada pelaku zina yang 
belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis. 
                                                          
17
 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, 
(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 35-36 
18
 Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, Nailul Al-Authar, Juz VII, 
(Dar Al-Fikr, tanpa tahun), hal. 249 
11 
 
Jika perzinaan itu tidak dapat dibuktikan sesuai syariah Islam, 
maka hukumannya dapat ditentukan berdasarkan ta‟zir. 19 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
delik perzinaan dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan 
terhadap kesusilaan. Khusus mengenai delik perzinaan, salah satu 
pasal yang mengaturnya yaitu pada Pasal 284, yang berbunyi :
20
 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:   
a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 
(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 
baginya,   
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, 
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;  
c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah 
kawin;   
d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta 
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa 
yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku 
baginya. 
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan 
suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku 
pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan 
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permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena 
alasan itu juga.   
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.   
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 
sidang pengadilan belum dimulai.   
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak 
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena 
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja 
dan tempat tidur menjadi tetap. 
 
Tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan 
dibebankan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Ada pula 
perbuatan yang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, yaitu 
apabila dilakukan oleh orang yang gila sampai dia sadar, anak-
anak sampai dia mencapai usia puber, dan orang yang tidur 
sampai dia bangun. Kalau seseorang melakukan tindak pidana 
dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tidak akan dihukum.
21
 
Keadilan dan perlindungan hukum bagi disabilitas juga 
telah ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas yaitu pada Pasal 32 yang berbunyi : 
“Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap 
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berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Pada Pasal 33 
disebutkan :
22
  
1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan 
negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan 
atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau 
psikiater. 
3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang 
untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang 
Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. 
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, 
berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang 
Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri. 
Hukum Islam telah menerangkan hukuman bagi pelaku 
zina yaitu hudud. Begitu pula dalam hukum positif yaitu KUHP 
juga telah menetapkan pidana penjara bagi pezina. Akan tetapi, 
baik dalam hukum Islam maupun hukum positif  belum dijelaskan 
secara rinci terkait sanksi bagi tunagrahita yang melakukan zina. 
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Apakah mereka akan dijatuhi dengan hukuman yang sama atau 
berbeda?  
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis bermaksud 
untuk mengkaji lebih dalam terkait tunagrahita dalam skripsi yang 
berjudul “Sanksi Bagi Pezina yang Menyandang Tunagrahita 
(Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”.  
 
B. Rumusan Masalah  
Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana sanksi bagi tunagrahita yang berzina menurut 
hukum Islam ? 
2. Apakah tunagrahita yang berzina dapat dijatuhi sanksi sesuai 
hukum positif di Indonesia ? 
  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk meninjau hukum Islam dan hukum positif tentang 
sanksi bagi pezina yang menyandang tunagrahita. 
b. Untuk mengetahui konstruksi hukum pemeberian sanksi 
bagi tunagrahita yang berzina. 
2. Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian 
ini akan memperoleh manfaat sebagai berikut :  
15 
 
a. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai tinjauan hukum 
Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi pezina yang 
menyandang tunagrahita. 
b. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai konstruksi 
hukum pemeberian sanksi bagi tunagrahita yang berzina. 
c. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penulis 
pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya 
berkaitan dengan hukuman bagi pezina yang menyandang 
tunagrahita. 
 
D. Telaah Pustaka  
Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan 
yang menjelasakan dan mengkaji buku-buku, karya-karya, 
pemikiran-pemikiran, dan penelitian-penelitian yang sudah ditulis 
oleh peneliti atau ilmuwan terdahulu yang terkait dengan 
pembahasan skripsi. Digunakan sebagai bahan perbandingan 
antara penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis dengan 
penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya, baik 
mengenai kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam 
penelitian sebelumnya. Agar mempermudah penulis dalam 
menulis skripsi. 
Pembahasan terkait tunagrahita bukanlah persoalan yang 
baru, akan tetapi pembahasan mengenai tunagrahita ini 
merupakan persoalan yang cukup menarik untuk dikaji. Selama 
ini penulis belum menemukan sebuah karya khusus yang 
16 
 
membahas tentang tunagrahita sebagai pelaku kejahatan 
khususnya zina dan hukuman baginya. Sejauh ini karya-karya 
yang sudah ada hanya membahas tunagrahita sebagai korban 
bukan pelaku kejahatan. Teori yang digunakan penulis adalah 
tinjauan dari hukum positif dan hukum Islam. 
Penelitian terhadap tunagrahita sebenarnya juga telah 
banyak dilakukan oleh para akademisi, melalui penelitian 
langsung terhadap fenomena maupun persoalan yang terjadi saat 
ini (penelitian lapangan). Melalui penjelasan secara literer juga 
yang mengulas tentang persoalan tunagrahita dalam bentuk karya 
tulis seperti artikel, karya ilmiah, skripsi, dll. 
Beberapa penelitian yang membahas tentang tunagrahita 
diantaranya adalah skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum 
Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan 
Susila (Studi Putusan Nomor:244/Pid2013/P.T.Smg) oleh Noviani 
Arum Lestari. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kepolisian 
dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak 
korban.
23
 
Perlindungan terhadap korban masih banyak yang belum 
terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua 
jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang 
korbannya difabel. Di dalam kasus ini korban adalah difabel yang 
                                                          
23
 Noviani Arum Lestari, Perlindungan Hukum Terhadap Difabel 
Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan 
Nomor:244/Pid2013/P.T.Smg), Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga tahun 2015.  
17 
 
seharusnya mendapatkan ahli psikolog maupun dokter. Namun, 
pada kenyataanya yang mendorong dihadirkannya para ahli justru 
pendamping, dan biaya ditanggung pendamping. Sedangkan polisi 
hanya menanggung biaya visum saja.
24
 
Adapun Ika Aula Riskiyah dalam skripsinya yang 
berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat 
Mental Studi Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan 
Anak Cacat (YPAC) Semarang, membahas bahwa pernikahan 
yang dilakukan oleh penderita cacat di Pusat Rehabilitasi YPAC 
Semarang, dalam prosesnya sama dengan kebanyakan orang 
normal.
25
 
Di dalamnya terdapat izin dari orang tua kedua belah 
pihak, terdapat dua orang saksi, dan petugas pencatatan 
pernikahan. Dalam perjalanan rumah tangganya, empat pasangan 
suami istri penderita cacat mental di yayasan ini pun sama dengan 
orang normal kebanyakan. Mereka juga memenuhi kebutuhan 
nafkah, baik lahir dan batin. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
pekerjaan tetap yang mereka lakukan dan pengasuhan terhadap 
anak-anak mereka.
26
 
Sementara Mufitri Mutala‟li dalam skripsinya yang 
berjudul Tinajuan Hukum Islam Terhadap Perkawinan 
                                                          
24
 Ibid. 
25
 Ika Aula Riskiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan 
Cacat Mental Studi Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak 
Cacat (YPAC) Semarang, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 
2010. 
26
 Ibid. 
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Penyandang Cacat Mental, membahas bahwa secara umum 
agama Islam tidak pernah melarang perkawinan yang terjadi antar 
penyandang cacat mental, hal ini mengingat pada tujuan dasar 
perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual 
dengan baik dan benar. Islam juga menganjurkan adanya 
kematangan mental bagi mereka yang akan menikah. Melihat 
karakteristik dari tipe-tipe penyandang cacat mental, maka yang 
diperbolehkan menikah adalah penyandang tipe ringan dengan IQ 
antara 50-70.
27
 
Adapun jurnal yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum 
Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana oleh 
Puguh Ari Wijayanto, menjelaskan tidak adanya peraturan yang 
secara khusus mengatur tentang disabilitas yang berhadapan 
dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban. 
Sehingga penerapan hukum yang digunakan adalah KUHP dan 
KUHAP yang disamakan dengan orang non-disabilitas.
28
 
Penelitian oleh Amin Farih yang diterbitkan dalam jurnal 
Al-Ahkam Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo 
semarang, yang berjudul Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode 
Istinbat Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq 
                                                          
27
 Mufitri Mutala‟li, Tinajuan Hukum Islam Terhadap Perkawinan 
Penyandang Cacat Mental, Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga 
tahun 2009 
28
 Puguh Ari Wijayanto, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 
Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, (Universitas Atma Jaya, 
Fakultas Hukum, 2013) 
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Ibrahim al-Shatibi. Menjelaskan tentang metode istinbat hukum 
Islam pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi.
29
 
Karya ilmiah tentang tunagrahita sudah pernah ditemui, 
tetapi hanya membahas tunagrahita sebagai korban kejahatan, 
praktek perkawinan tunagrahita, dan bimbingan konseling 
tunagrahita. Sedangkan penulis ingin memfokuskan pada 
pembahasan mengenai sanksi bagi tunagrahita sebagai pelaku 
kejahatan yaitu zina, yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum 
positif, sebagai perbedaan dengan penelitian terdahulu. 
 
E. Metode Penelitian 
Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara 
melakukan atau mengerjakan sesuatu.
30
 Penelitian atau research 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih 
mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.
31
 
Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam 
penelitian.
32
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 Jurnal Al-Ahkam, Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode 
Istinbat Hukum Islam : Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-
Shatibi, Volume 25, Nomor 1, April 2015 
30
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 
(Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 13 
31
 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-
Ilmu Sosial, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hal. 2. 
32
 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 
(Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 3 
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Penelitian mengandung prosedur tertentu, berupa 
serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, 
sistematis, dan teratur. Prosedur tersebut antara lain ; 
penggolongan atau klasifikasi, survey, perbandingan, pengukuran, 
dan analisis.
33
 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan 
jalan menganalisanya.
34
   
 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, 
yaitu suatu metode yang lebih menekankan pada aspek 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode ini 
menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah 
secara kasus perkasus. Tujuannya adalah pemahaman secara 
mendalam terhadap suatu masalah.  
Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak 
didahului dengan adanya sebuah permasalahan. Sehingga untuk 
menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai 
pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.
35
 Dalam usaha 
memperoleh data ataupun informasi yang dilakukan, maka dalam 
penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 
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 Ibid.  
34
 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, 
(Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 38  
35
  Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2009), hal. 1  
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan 
skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, 
juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi 
dokumen. Penelitian hukum doktrinal biasanya hanya 
menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder 
saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-
keputusan pengadilan, teori-teori maupun, konsep hukum dan 
pandangan para sarjana hukum terkemuka. Analisa yang 
dilakukan terhadap data berupa analisa normatif-kualitatif.
36
 
Inti dari penelitian hukum doktrinal ini adalah 
argumentasi hukum. Penelitian doktrinal ini bertumpu pada 
hukum normatif atau hukum positif dan doktrin-doktrin.   
2. Sumber Data 
Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat 
memberikan informasi mengenai data dalam pembahasan 
suatu penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah data-
data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur-
literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.  
Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian 
kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data 
primer dalam skripsi ini tidak ada, hanya terdapat data 
sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan 
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 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, 
(Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 11 
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menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier.
37
 Bahan hukum dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perudang-undangan dan putusan-putusan hakim.
38
 Bahan 
primer dalam skripsi adalah KUHP dan UU Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Meliputi buku-buku teks, jurna-jurnal hukum, komentar-
komentar atas putusan pengadilan, dll.
39
  Bahan ini erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer untuk dapat 
membantu menganalisis. Bahan hukum dalam skripsi ini 
adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 
tema skripsi. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam 
skripsi ini adalah kamus bahasa Indonesia. 
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 Ibid., hal. 66 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 
2005), hal. 141 
39
 Ibid.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara 
dokumentasi. Pada pengumpulan hukum tertulis, yang 
dilakukan seorang peneliti pertama-tama adalah usaha koleksi 
publikasi-publikasi, reprint-reprint, dan dokumen-dokumen 
yang mengandung bahan-bahan hukum positif. Setelah bahan-
bahan terkumpul klasifikasikan secara sistematis.
40
  
Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan data perpustakaan yang mengandalkan atau 
memakai sumber karya tulis kepustakaan. Penulis menempuh 
metode ini dengan cara membaca, menelaah buku-buku, 
jurnal-jurnal, dan artikel-artikel serta tulisan-tulisan lainnya 
yang berkaitan dengan tema penelitian. Masalah pokok yang 
diteliti yaitu sanksi bagi tunagrahita sebagai pelaku zina 
ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.   
4. Teknik Analisis Data 
Metode analisis data adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran 
atau ketidakbenaran. Kemudian penulis  menganalisis data 
kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks 
yang diperluas melalui metode sebagai berikut : 
a. Deskripsi 
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 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, 
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Menguraikan secara lengkap dan teratur atau 
seteliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang 
tampak istilah, pendekatan, argumentasi, segi perhatian, 
maupun yang lebih mendalam.
41
 Dengan demikian penulis 
akan meninjau hukum Islam dan hukum positif tentang 
sanksi bagi tunagrahita pelaku zina serta menganalisis 
data tersebut. 
b. Content Analysis 
Content analysis digunakan untuk menggali 
keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan 
informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian 
teks tersebut.
42
 Penulis akan melakukan analisis teks yang 
mengarah pada sumbangan pada teori, ada relevansi 
teoritiknya.
43
 
 
F. Sistematika Penulisan 
Penulis menyusun skripsi ini secara sistematis agar 
pembahasan dalam skripsi ini dapat dikaji secara runtut. Adapun 
sistematika dalam penulisan skripsi ini perinciannya adalah 
sebagai berikut :   
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 Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, 
(Yogyakarta:Kanisius, cet.II, 1990), hal. 84. 
42
 Lexy J Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
(Bandung:Rosda Karya, 2002), hal. 163 
43
 Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, 
(Yogyakarta:Kanisius, cet.II, 1990), hal. 51. 
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari 
latar belakang masalah, pokok permasalahan yang menjadi kunci 
dan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 
pustaka untuk menelaah penelitian terdahulu, metode penelitian 
untuk menerangkan langkah-langkah yang digunakan dalam 
penelitian, dan sistematika penulisan yang mengatur urutan 
pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang tinjauan umum zina 
meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, syarat-syarat dijatuhi 
hukuman had, sanksi bagi pelaku zina, serta alasan-alasan 
gugurnya hukuman had, baik menurut hukum positif maupun 
hukum Islam.   
Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum disabilitas 
dan tunagrahita sebagai pelaku zina. Berisi tentang defini dan 
jenis-jenis disabilitas dan tunagrahita, seksualitas dan hal-hal yang 
mengantarkan pada zina, tunagrahita sebagai pelaku zina.  
Bab keempat membahas tentang analisis terhadap sanksi 
bagi tunagrahita sebagai pelaku zina dalam tinjauan hukum 
positif. Kemudian membahas sanksi bagi disabilitas sebagai 
pelaku zina dalam tinjauan hukum Islam. 
Bab kelima adalah penutup yang merupakan rangkaian 
akhir pembahasan yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.     
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BAB II 
LANDASAN TEORI TENTANG SANKSI BAGI PEZINA 
TUNAGRAHITA DAN TAKLIF HUKUM 
 
A. Tinjauan Umum tentang Zina dan Sanksinya 
1. Pengertian Zina 
Di era modern sekarang ini, pergaulan bebas 
yangmana termasuk salah satu ciri kebudayaan negara maju, 
telah melanda masyarakat di negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Mereka cenderung pada gaya hidup mewah, agama 
kurang atau tidak memperoleh perhatian sama sekali dalam 
kehidupan sehari-hari. Pergaulan bebas antara pria dan wanita 
sangat berbahaya bagi agama dan negara, terutama terhadap 
pemuda. 
Agama melarang pria dan wanita bukan muhrim dapat 
saling kawin mengawini, berada ditempat tersendiri berduaan 
karena nanti akan hadir syetan yaitu nafsu syahwat. Sigmund 
Freud mengemukakan bahwa setiap diri manusia terdapat 
dasar  birahi yang terletak dibawah ambang kesadaran, 
dimana manusia sangat lemah terhadap rasa birahi itu, 
sehingga apabila seorang pria dengan wanita berhadap-
hadapan sendirian memungkinkan timbulnya kortsluiting, 
seperti halnya listrik akan timbul daya tarik menarik.
44
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 Z. Kasijan, Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam 
Al-Qur‟an, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), hal. 29-30 
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Pergaulan bebas merupakan suatu perbuatan yang 
dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Tanpa kita sadari, 
zina merupakan kejahatan yang dianggap sangat penting dan 
sangat membahayakan masyarakat dan kelestarian tatanan 
hidup manusia. Dalam hukum positif pengaturannya masih 
belum tegas karena masih menganut hukum yang dibuat oleh 
Belanda. Akan tetapi di dalam hukum Islam, sudah diatur 
dengan tegas hukumannya. 
Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang 
artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa 
Inggris kata zina disebut sebagai fornication yang artinya 
persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin, dan 
adultery yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-
laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu 
atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan 
suami/istri lain.
45
 
Secara terminologis Kamus Besar  Bahasa Indonesia 
mendefinisikan perzinaan ke dalam dua pengertian : pertama 
adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan 
yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, dan kedua 
adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat 
perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, 
atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan 
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 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum 
Pidana di Indonesia, (Semarang : Walisongo Pers, 2008), hal. 47 
29 
 
seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sementara dalam 
hukum Islam perzinaan adalah hubungan seksual antara pria 
dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah 
yang dilakukan secara sengaja.
46
 
Zina adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki 
dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat 
dalam hubungan perkawinan. Tidak masalah apakah salah 
seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan 
hidup masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. 
Jadi zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya 
yang telah menikah ataupun belum. Nabi Muhammad telah 
menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua 
setelah syirik.
47
 
Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama 
memiliki redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi substansinya 
hampir sama. Berikut ini akan dikemukakan definisi zina 
menurut empat madzhab : 
a. Pendapat Malikiyah 
Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, 
zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang 
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 Ibid., hal. 47-48 
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 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, 
(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 31 
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mukalaf terhadap farji yang bukan miliknya secara 
disepakati dengan kesengajaan.
48
 
b. Pendapat Hanafiyah 
Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram 
dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih 
hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam 
negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang 
kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut 
bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
49
 
c. Pendapat Syafi‟iyah 
Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, 
zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang 
diharamkan karena tanpa zatnya tanpa ada syubhat dan 
menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
50
 
d. Pendapat Hanabilah 
Zina adalah melakukan perbuatan keji 
(persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun 
dubur.
51
  
Dalam keempat definisi tersebut memiliki redaksi dan 
susunan kalimat yang berbeda, namun intinya sama, yaitu 
                                                          
48
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 „Ala‟ Ad-Din Al-Kasani, Bada‟i Ash-Shana‟i fi Tartib Asy-
Syarai‟, Juz VII, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), hal. 49 
50
 Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri‟ Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, 
(Beirut : Dar Al-Kitab Al-„Arabi, tanpa tahun), hal. 349 
51
 Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz VIII, 
(Dar Al-Manar, 1368 H), hal. 181 
31 
 
bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki 
dan perempuan yang sudah mukallaf di luar nikah. 
Ketentuan bahwa perzinaan adalah merupakan suatu 
tindak pidana, ditetapkan oleh ketentuan Al-Qur‟an surat Al-
Isra‟ ayat 32 yang berbunyi :  
حَشِٰحَف َىاَك  َُ ًَ ِإ ًَِٰۖٓٔضلّٱ ْاُْتَۡشقَذ اَلَّّٞ لِ٘ثَُ  َءٓاَُ َّٞ ا 
Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya 
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan 
suatu jalan yang buruk.. (Al-Isra‟:32)52 
 
Sebetulnya bukan hanya Islam, agama yang mencela 
dan memandang bahwa perzinaan itu sebagai salah satu 
bentuk tindak pidana yang serius dan berat, agama Yahudi 
sebagaimana diatur di dalam kitab Taurat dan Nasrani dalam 
kitab Injil pun memandang perzinaan sebagai sebuah 
perbuatan keji yang karenanya harus dihukum berat, yakni 
dilempari batu hingga mati.
53
 
Terdapat banyak definisi dari perzinaan yang 
diungkapkan oleh para imam mazhab, tokoh Islam, baik dari 
segi hukum Islam maupun hukum positif. Dijelaskan juga 
kategori zina yang dapat dijatuhi suatu hukuman. Jadi 
menurut hukum Islam zina adalah persetubuhan yang 
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf 
                                                          
52
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dengan sengaja tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dan 
tanpa adanya syubhat 
Hukum Islam dan hukum positif berbeda 
pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang 
setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan 
mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin 
atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.  
Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua 
hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada 
umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif 
hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang 
dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status 
bersuami atau beristri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai 
zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.
54
   
Menurut KUHP, delik perzinaan dikelompokkan ke 
dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Khusus 
mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284, yang 
berbunyi :
55
  
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan:   
a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 
(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW 
berlaku baginya,   
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2005), hal. 3 
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 KUHP Pasal 284 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan 
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b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan 
gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 
baginya;  
c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah 
kawin;   
d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta 
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya 
bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW 
berlaku baginya. 
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan 
suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka 
berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan 
diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan 
ranjang karena alasan itu juga.   
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.   
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan 
dalam sidang pengadilan belum dimulai.   
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan 
tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan 
karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan 
pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 
 
Perzinaan menurut KUHP merupakan hubungan 
seksual di luar pernikahan yang salah satu pelakunya atau 
34 
 
keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan orang 
lain. Perzinaan juga merupakan delik aduan, yaitu tidak dapat 
dijatuhi pidana tanpa ada aduan dari suami atau istri yang 
dirugikan. Jadi, jika pelakunya sama-sama lajang, sama sekali 
bukan merupakan tindak pidana perzinaan.  
2. Sanksi Bagi Pelaku Zina 
 Indonesia memiliki struktur soisal budaya 
masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan 
monodualistik, masalah perzinaan dan lembaga perkawinan 
bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual, 
tapi juga menjadi masalah sosial. Masyarakat Indonesia 
memiliki nilai-nilai kesusilaan yang religius dan mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Islam memandang hubungan 
seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji 
dan merupakan jalan yang sesat.
56
 
Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus 
mendapat sanksi yang adil dan menjerakan. Agar dapat 
menyadarkan orang lain betapa besarnya risiko atas perbuatan 
kriminal yang dilakukan. Menurut para pemikir terkemuka 
seperti Hejel, sanksi itu sendiri cenderung untuk mengubah si 
pelanggar.
57
 Agar orang menjadi sehat lahir dan batin, maka 
aktivitas seks harus diatur dan dikendalikan demi 
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kesejahteraan sendiri. Sanksi dan tradisi berfungsi sebagai 
pengontrol umum. 
Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana 
kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi 
mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan ditaati 
dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar 
seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat.
58
 
Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah 
bahwa pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. 
Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah bahwa 
pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu 
diserahkan kepada pemerintah atau penguasa. Sanksi terhadap 
pelanggar norma hukum pidana ialah pelanggar akan 
mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum 
dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. 
59
 
Dalam Islam, sanksi disebut Al-Uqubaat yang berarti 
suatu hal yang datang setelah yang lainnya, dan sanksi itu 
dikenakan setelah pelanggaran atas batas-batas hukum Allah. 
Uqubat meliputi hal-hal yang merugikan masyarakat atau 
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tindak kriminal.
60
 Allah telah menyebutkan sanksi yang tegas 
dalam Al-Qur‟an dan Sunnah  bagi para pezina,  yaitu sanksi 
had.
 61
 
Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 
syara‟ dan menjadi hak Allah dan masyarakat. Hak Allah 
disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan 
oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau 
keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh 
negara.
62
 Sanksi zina ada dua macam, tergantung keadaan 
pelakunya apakah ia sudah berkeluarga (muhshan) atau belum 
berkeluarga (ghairu muhshan). 
a. Sanksi untuk Zina Ghairu Muhshan  
Zina ghair muhshan adalah zina yang dilakukan 
oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. 
Hukuman untuk ghairu muhshan ada dua macam, yaitu :
63
 
1) Dera seratus kali 
Apabila jejaka dan gadis melakukan 
perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus 
kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam 
Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis Rasulullah, sebagai 
berikut : 
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ذِحَّٰ  َلُك ْاُّذِلَۡٲَف ًِٖاَضلّٱَّ  ُحَ٘ ًِاَضلّٱٞ جَۡذلَ  َحَئْاِه اَوُِ ٌِۡهۖٞ 
حَۡفأَس اَوِ ِت نُكۡزُِ ۡأَذ اَلَّّٞ  َىٌُِْۡهؤُذ ۡنُرٌُك ىِإ َِ َللّٱ ِيِٗد ِٖف
ِتحَفِئٓاَط اَوُِ َتاَزَع ۡذَِ ۡشَ٘ ۡلَّّ  ِۖشِ ٓأۡلّٱ ِمَْۡ٘ ۡلّٱَّ  َِ َللّٲٞ  َيِه
 َيٌِِ٘هۡؤُوۡلّٱ 
Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 
berzina, maka deralah tiap-tiap seorang 
dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) 
agama Allah, jika kamu beriman kepada 
Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman. (An-Nuur : 2)
64
 
 
 َلّاَق : َلّاَق ِدِهاّصلّا ِيْتَجَداَثُع ْيَع َِ ْ٘ َلَع َُ ّللّا َٔلَص َُ ّللّا ُلّْ ُ َس
 .ًلاْ٘ ِثَُ  َيُِ َلّ َُ ّللّا َلَعَ ْذَق ٌَِٔعاّْ ُزُِ  ٌَِٔعاّْ ُزُِ  : َنَلَُ َّ  َِ ِلّآَّ
 ُنَْ َشلّاَّ ٍحَئاِهُذْلَ  ِةَِ٘ثّلّاِت ُةَِ٘ثّلّاٍّحٌَ َُ  ُٔ ْفًَ َّ ٍحَئاِهُذْلَ ِشْكِثْلّاِتُشْكِثْلَّا
ٔئاسٌلّاّ ٓساخثلّالاا حعاوجلّا ٍاّس()  
Artinya : Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : 
Rasulullah saw. bersabda : Ambillah dari 
diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya 
Allah telah memberikan jalan keluar 
(hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka 
dan gadis hukumannya dera seratus kali 
dan pengasingan selama satu tahun, 
sedangkan duda dan janda hukumannya 
dera seratus kali dan rajam. 
(Diriwayatkan oleh jama‟ah kecuali 
Bukhari dan Nasa‟i)65 
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Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu 
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara‟. Oleh 
karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, 
menambah, menunda pelaksanaannya, atau 
menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman 
dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat 
sehingga pemerintah atau individu tidak berhak 
memberikan pengampunan.
66
 
2) Pengasingan selama satu tahun 
Hukuman ini didasarkan kepada hadis Ubadah ibn 
Shamit tersebut di atas. Akan tetapi hukuman ini masih 
menjadi perdebatan para ulama, apakah wajib 
dilaksanakan atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah dan 
kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib 
dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi 
imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan 
pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Menurut 
mereka pengasingan bukanlah hukuman had, melainkan 
hukuman ta‟zir. Pendapat ini sama dengan pendapat 
Syi‟ah Zaidiyah.67 Alasannya adalah bahwa hadis tentang 
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hukuman pengasingan ini dihapuskan (di-mansukh) 
dengan Surah An-Nuur ayat 2.
68
  
Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, 
Syafi‟i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman 
pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan 
hukuman dera seratus kali. Menurut jumhur, hukuman 
pengasingan termasuk hukuman had, bukan ta‟zir. 
Dasarnya adalah hadis Ubadah ibn Shamit. Disamping 
hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan 
sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang 
melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan 
sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. 
Hal ini bisa disebut ijma‟.69 
Dalam hal pengasingan bagi wanita yang 
melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. 
Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya 
berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk wanita. 
Karena wanita itu perlu kepada penjagaan dan 
pengawalan. Menurut Mazhab Syafi‟i, Hanbali, dan 
Zahiriyah, hukuman pengasingan berlaku baik untuk laki-
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laki maupun perempuan. Alasannya adalah berpedoman 
pada keumuman hadis.
70
 
Cara pelaksanaan pengasingan juga 
diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, 
Abu Hanifah, dan Syi‟ah Zaidiyah, pengasingan itu 
pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. 
Adapun menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, pengasingan 
itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah 
terjadi perbuatan zina ke daerah lain dengan 
pengawasan.
71
 
b. Sanksi untuk Zina Muhshan 
Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-
laki dan perempuan yang sudah berkeluarga.  Sanksi untuk 
pelaku zina ini yaitu : 
1) Dera seratus kali, dan 
2) Rajam 
Hukuman dera didasarkan kepada Al-Qur‟an Surah 
An-Nuur ayat 2 dan hadis nabi yang telah dikemukakan di 
atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis 
Nabi baik qauliah maupun fi‟liah. Sanksi rajam adalah 
hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau 
sejenisnya.
72
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Dasar hukum untuk sanksi rajam yang berupa sunnah 
qauliah dan fi‟liah adalah : 
 َِ ِلّآَّ  َِ ْ٘ َلَع َُ ّللّا َٔلَص َُ ّللّا ُلّْ ُ َس َلّاَق : َلّاَق ِدِهاّصلّا ِيْتَجَداَثُع ْيَع
َلّ َُ ّللّا َلَعَ ْذَق ٌَِٔعاّْ ُزُِ  ٌَِٔعاّْ ُزُِ  : َنَلَُ َّ .ًلاْ٘ ِثَُ  َيُِ
 ٍاّس( ُنَْ َشلّاَّ ٍحَئاِهُذْلَ  ِةَِ٘ثّلّاِت ُةَِ٘ثّلّاٍّحٌَ َُ  ُٔ ْفًَ َّ ٍحَئاِهُذْلَ ِشْكِثْلّاِتُشْكِثْلَّا
ٔئاسٌلّاّ ٓساخثلّالاا حعاوجلّا)  
Artinya : Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : 
Rasulullah saw. bersabda: Ambillah dari diriku, 
ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah 
memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka 
(pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera 
seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, 
sedangkan duda dan janda hukumannya dera 
seratus kali dan rajam. (Diriwayatkan oleh 
jama‟ah kecuali Bukhari dan Nasa‟i)73 
 
Terkait masalah penggabungan antara hukuman jilid 
(dera) dengan rajam ini para ulama berbeda pendapatnya. 
Menurut Imam Al-Hasan , Ishak, Ibn Mundzir, golongan 
Zhahiriyah, Syi‟ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam 
Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap 
dilaksanakan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i, Imam Abu 
Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk 
zina muhshan cukup dengan rajam saja dan tidak dengan 
jilid.
74
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Kaum muslimin sepakat bahwa hukuman para pezina 
muhshan adalah rajam. Menurut jumhur fuqaha, hukuman 
mereka itu adalah rajam. Jumhur fuqaha berpegangan pada 
hadis ini : 
 ْيِهًجَأَشْها َنَ َسَّ اًضِعاَه َنَ َس َنَلَُ َّ  َِ ْ٘ َلَع َُ ّللّا َٔلَص َِ ّللّا َلّْ ُ َس َىَأ
ِدْصَلأا َيِهٍشِهاَع ْيِه ًجَأَشْهاَّ  ِيْ٘ َِٗدْ ُِ َٗ َنَ َسَّ  َحٌَ ْ٘ َِ َُ نلسه ََشِأ( .
ٕزهشرلّاّ)  
Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw. merajam seseorang 
yang bernama Ma‟iz dan merajam seorang 
perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam 
pula dua orang Yahudi dan seorang perempuan 
dari kabilah Amir dari suku Azd. (HR. Muslim dan 
Tirmidzi)
75
 
 
Menurut pendapat para ulama, sanksi had yang 
berupa seratus kali dera, sebagaimana yang ditetapkan dalam 
ketentuan Al-Qur‟an, hanya berlaku bagi orang-orang yang 
belum berkeluarga atau belum pernah kawin (ghairu 
muhshan), dan juga diwajibkan terhadap pezina tersebut untuk 
dibuang dari negeri selama satu tahun. Hukuman  buang 
negeri ini yang merupakan hukuman tambahan telah 
ditetapkan dalam sunnah. Para ulama telah berijma‟, bahwa 
kriteria berlakunya sanksi rajam hanyalah kepada seorang 
muslim yang sudah pernah kawin (muhshan). 
Sanksi bagi pezina menurut hukum Islam yaitu dera 
seratus kali, pengasingan, dan rajam. Sedangkan sanksi bagi 
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pezina menurut hukum positif yaitu pidana penjara paling 
lama sembilan bulan. Hal ini sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP Pasal 284 
ayat 1 yang berbunyi :
76
 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan:   
a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan 
gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 
BW berlaku baginya,   
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan 
gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW 
berlaku baginya;  
c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah 
kawin;   
d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta 
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya 
bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 
BW berlaku baginya. 
 
3. Kriteria Zina dan Pezina yang Dapat Dijatuhi Sanksi 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai zina apabila 
memenuhi unsur-unsur jarimah zina, yaitu :  
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a. Persetubuhan yang Diharamkan 
Persetubuhan yang disebut zina adalah 
persetubuhan ke dalam farji (kemaluan), dimana alat 
kelamin laki-laki (zakar) masuk ke dalam alat kelamin 
perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak mata 
dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya 
adalah jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah 
masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina 
juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji 
selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan 
kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan 
yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.
77
 
Menurut Abdul Qadir Audah, hubungan seksual 
yang diharamkan itu adalah memasukkan penis laki-laki 
ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian.
78
 
Delik perzinaan menurut ulama-ulama Hanafi dirumuskan 
sebagai persetubuhan, yakni melenyapkan kepala 
kemaluan laki-laki atau lebih dari seseorang yang 
mukallaf kedalam kemaluan perempuan, yang dilakukan 
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tidak oleh karena pemilikan atau syubhat. Ibnu Rusyd 
menambahkan, diluar pernikahan yang sah.
79
 
M. Quraish Shihab merumuskan persetubuhan 
yang dianggap zina adalah persentuhan dua alat kelamin 
dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad 
nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh 
syubhat (kesamaran).
80
 Para fuqaha sepakat bahwa zina 
adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.
81
  
b. Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum 
Unsur kedua dari jarimah zina adalah adanya niat 
dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi 
apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan 
(persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang 
disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. 
Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu 
perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa 
perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak 
dikenai sanksi had.
82
 
Contohnya seperti seorang yang menikahi 
seorang wanita yang sebenarnya telah bersuami tetapi 
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dirahasiakan kepadanya. Apabila persetubuhan terjadi 
setelah perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai 
sanksi had selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita 
itu masih punya ikatan perkawinan dengan suami 
terdahulu. 
Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat 
ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang 
diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat 
melawan hukum tersebut harus ada pada saat 
dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada 
saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat yang 
melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, 
maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas 
perbuatan yang dilakukannya.
83
  
Contohnya seperti seorang yang bermaksud 
melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi 
setelah ia memasuki kamarnya yang didapati adalah 
istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu, 
maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, 
karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat 
melawan hukum. 
Tindak pidana zina memiliki dua unsur, yang 
pertama persetubuhan yang diharamkan. Kedua, 
kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan tindak 
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pidana. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang 
dikenai sanksi hudud.  
Menurut KUHP perzinaan merupakan hubungan 
seksual di luar pernikahan yang salah satu pelakunya atau 
keduanya telah terikat hubungan perkawinan dengan 
orang lain. Perzinaan juga merupakan delik aduan, yaitu 
tidak dapat dijatuhi pidana tanpa ada aduan dari suami 
atau istri yang dirugikan. Jadi, jika pelakunya sama-sama 
lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana 
perzinaan. 
Dalam pelaksanaan sanksi zina ada beberapa 
syarat bagi pezina agar dapat dijatuhi sanksi, yaitu :
84
  
a. Berakal. Tidak ada hudud untuk orang gila. Imam ash-
Shidiq as. pernah ditanya tentang perempuan gila 
yang berzina? Beliau menjawab, “Dia tidak dirajam 
dan tidak pula diasingkan.
85
 
b. Baligh. Jadi, orang yang telah cukup umur untuk 
menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan 
haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status 
anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. 
Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) 
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namun telah berusia lima belas tahun, maka berlaku 
juga padanya semua hudud.
86
  
c. Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa). Jika seseorang 
dipaksa untuk berzina maka gugur darinya hudud. 
d. Mengetahui keharamannya. Siapapun yang 
melakukan persetubuhan dengan menyangka bahwa 
dia halal untuknya padahal haram, maka hudud akan 
gugur darinya. 
Meski memberlakukan hudud, rahmat Allah 
mendahului hukuman-Nya. Allah memaafkan kesalahan-
kesalahan anak kecil, orang-orang yang hilang akal, atau 
orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Allah 
juga mempersulit pembuktiannya, seperti dalam perzinaan, 
Allah mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil, 
mereka semua disyaratkan menyaksikan terjadinya perzinaan, 
atau si pelaku zina mengaku secara suka rela, dan ia tetap 
pada pengakuannya hingga had diberlakukan padanya. Nabi 
memerintahkan untuk menolak hudud karena adanya 
syubhat.
87
 
Selain syarat-syarat yang dikemukakan diatas, Syaikh 
Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi memiliki pendapatan lain 
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terkait hal tersebut, yaitu dalam pelaksanaan had zina bagi 
muhshan terdapat beberapa syarat sebagai berikut :
88
 
1. Taklif. Pelaku zina adalah orang yang berakal dan baligh. 
Jika dia orang gila atau anak kecil, maka tidak dikenai 
hukuman had, akan tetapi terkena ta‟zir. 
2. Merdeka. Jika dia seorang hamba sahaya (budak), maka 
keduanya tidaklah dirajam. 
3. Zina yang dilakukan setelah menikah dengan pernikahan 
yang sah, dan telah melakukan hubungan seks. 
 
B. Tunagrahita dan Ketentuan-Ketentuannya 
1. Pengertian Tunagrahita 
Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, 
yaitu disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa 
referensi disebut juga dengan anak berkelainan mental 
subnormal, keterbelakangan mental, lemah ingatan, 
febleminded, mental subnormal. Semua makna dari istilah itu 
sama, yaitu menunjuk kepada seseorang yang memiliki 
kecerdasan mental dibawah normal.
89
  
Tunagrahita merupakan istilah baru di Indonesia. 
Istilah yang digunakan sebelumnya dikenal dengan tuna 
mental, retardasi mental, dan keterbelakangan mental, yang 
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kesemuanya memiliki arti yang sama untuk menunjukkan 
anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan 
mentalnya. 
Tunagrahita adalah cacat pikiran, cacat mental, lemah 
daya tangkap.
90
 Tunagrahita terdiri atas dua kata yakni tuna 
yang berarti kecacatan, hambatan, atau kerugian, dan grahita 
berarti kemampuan memahami yang terhambat.
91
 Penyandang 
tunagrahita yang dimaksud adalah orang yang memiliki 
kemampuan berfikir dibawah rata-rata sehingga mengalami 
hambatan dalam memahami masalah. Penyebab tunagrahita:
 92
 
a. Penyakit infeksi, terutama pada trimester pertama karena 
janin belum memiliki system kekebalan tubuh dan 
merupakan saat kritis bagi perkembangan otak  
b. Kecelakaan dan menimbulkan trauma di kepala 
c. Prematuritas atau bayi lahir sebelum waktunya (kurang 
dari 9 bulan) 
d. Bahan kimia yang berbahaya, keracunan pada ibu 
berdampak pada janin, atau polutan lainnya yang 
terhirup oleh anak. 
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Pada dasarnya tidak ada seorangpun di dunia ini yang 
ingin dilahirkan dalam keadaan cacat, atau tidak sempurna 
baik fisik maupun mental. Seseorang dikategorikan 
tunagrahita, jika memiliki tingkat kecerdasan dibawah normal, 
sehingga dalam perkembangannya memerlukan bantuan atau 
layanan secara spesifik, termasuk dalam pendidikannya. 
Penyandang tunagrahita juga memiliki keterlambatan dalam 
segala hal, termasuk juga dalam pengendalian diri. 
2. Klasifikasi Tunagrahita 
Tunagrahita sebagai suatu bentuk gangguan yang 
menyebabkan penderitanya mengalami gangguan 
perkembangan dalam intelegensi mereka. Para 
penyandangnya memiliki dua jenis usia, yaitu usia 
sesungguhnya dan usia mental. Terdapat hambatan dalam 
perkembangan mentalnya, secara fisik berkembang sama 
seperti orang normal lainnya, walau dari kasus tertentu 
terdapat ciri fisik yang khusus, demikian pula dalam 
perkembangan seksualitas mereka. Tunagrahita atau retardasi 
mental memiliki tipe-tipe yang berbeda karakteristiknya.
93
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Anak tunagrahita dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu :
 94
 
a. Gangguan kognitif adalah semua gangguan yang 
berhubungan dengan belajar berfikir dan ingatan. 
Tunagrahita gangguan kognitif dibagi menjadi tunagrahita 
ringan atau debilitas, dengan IQ berkisar antara 80 sampai 
dengan 60; tunagrahita sedang atau imbilitas, dengan IQ 
60 sampai dengan 20; tunagrahita berat atau idiot dengan 
IQ 20 kebawah. 
b. Gangguan emosional yaitu ketidakstabilan emosi. 
Tunagrahita gangguan emosional ini meliputi jenis yang 
banyak sekali ragamnya, antara lain: agresi, regresi, 
narsisme, autisme, mental disoder, skizofrenia, dan 
paranoia. 
Klasifikasi anak tunagrahita pada umumnya 
didasarkan pada taraf intelegensinya, yaitu sebagai berikut:
95
  
a. Tunagrahita Ringan (Debil) 
Tunagrahita ringan adalah anak tunagrahita yang 
memiliki IQ 50-75, mereka mampu dididik tetapi tidak 
mampu mengikuti pendidikan pada program sekolah 
biasa. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik 
tunagrahita ringan pada saatnya akan memperoleh 
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penghasilan untuk dirinya sendiri dan dapat hidup 
mandiri.  
b. Tunagrahita Sedang (Imbecil)  
Tunagrahita sedang atau mampu latih adalah anak yang 
memiliki IQ 25-50, mereka hanya mampu dilatih untuk 
mengurus diri sendiri melalui aktivitas kehidupan sehari-
hari. 
c. Tunagrahita Berat (Idiot) 
Tunagrahita berat (idiot) atau mampu rawat memiliki IQ 
0-25.  mereka tidak mampu mengurus diri sendiri atau 
sosialisasi.  Untuk mengurus kebutuhan diri sendiri 
sangat membutuhkan orang lain.  Dengan kata lain, anak 
tunagrahita berat atau mampu rawat ini merupakan anak 
tunagrahita yang membutuhkan perawatan sepenuhnya 
sepanjang hidupnya, karena ia tidak mampu terus hidup 
tanpa bantuan orang lain. 
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan 
bahwa klasifikasi anak tunagrahita terdiri dari tunagrahita 
ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Tunagrahita 
ringan masih mampu untuk dididik, bekerja, dan hidup mandiri. 
Tunagrahita sedang memiliki kemampuan adaptasi perilaku di 
bawah tunagrahita ringan, yaitu hanya mampu dididik 
mengurus diri sendiri. Sedangkan tunagrahita berat umumnya 
hampir tidak memiliki kemampuan untuk dikembangkan atau 
dididik untuk mengurus diri sendiri atau sosialisasi. 
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3. Keadilan dan Perlindungan Hukum Tunagrahita 
Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan 
hukum, termasuk seorang tunagrahita. Meskipun mereka 
memiliki kelainan mental, mereka memiliki hak keadilan dan 
perlindungan di hadapan hukum. Hal-hal yang mengatur 
tentang keadilan dan perlindungan tunagrahita telah diatur 
dalam UU No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
pada Pasal 9, 32, 33, 34, yaitu sebagai berikut :
96
 
Pasal 9 
Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk 
Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 
b. diakui sebagai subjek hukum; 
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; 
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang 
untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; 
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan 
nonperbankan; 
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan 
peradilan; 
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, 
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau 
pengambilalihan hak milik; 
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h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili 
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar 
pengadilan; dan 
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 
Pasal 32 
Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 
Pasal 33 
1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan 
negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib 
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, 
psikolog, dan/atau psikiater. 
3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk 
seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat 
Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh 
pengadilan negeri. 
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, 
berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang 
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Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan 
negeri. 
Pasal 34 
1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dapat dibatalkan. 
2. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri 
tempat tinggal Penyandang Disabilitas. 
3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan 
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, 
psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan 
dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan. 
. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, 
seorang tunagrahita yang berhadapan dengan hukum 
mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang normal. 
Mereka juga dapat dikatakan cakap hukum atau tidak 
ditentukan oleh pengadilan negeri setempat dengan 
melampirkan surat keterangan dari dokter atau psikolog. 
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C. Taklif Hukum  
1. Pengertian Taklif dan Mukallaf 
Menurut kamus bahasa, mukallaf memiliki arti yang 
bertanggung jawab.
97
 Mahkum alaih (subyek hukum) adalah 
orang mukallaf, karena dialah orang yang perbuatannya 
dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak 
dalam cakupan perintah atau larangan.
98
 Mukallaf ialah orang 
yang dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara‟. 
Orang yang telah mencapai baligh terkena taklif yaitu 
tuntutan pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan.
99
 Orang 
yang disebut Mukallaf yaitu orang yang memikul tanggung 
jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. 
Mukallaf disebut juga dengan istilah mahkum'alaih. 
Hukum taklifi menurut para ahli Ushul Fiqh adalah 
ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul yang berhubungan 
langsung dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam 
bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran 
untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi 
kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.
100
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Taklif merupakan perbuatan yang menjadi syarat 
sahnya tuntutan. Perbuatan sah menurut syara‟ tuntutannya, 
mempunyai tiga persyaratan :
101
 
1. Perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf 
sehingga ia dapat menunaikan tuntutan itu sesuai dengan 
yang diperintahkan. Maka nash-nash Al-Qur‟an yang 
mujmal, yaitu nash yang tidak jelas maksudnya, tidka sah 
menuntut mukallaf kecuali setelah mendapat penjelasan 
dari Rasulullah. 
2. Harus diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang 
yang mempunyai wewenang menuntut, atau dari orang-
orang yang harus diikuti hukum-hukumnya oleh 
mukallaf.  
3. Perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang 
mungkin dilakukan atau ada potensi bagi mukallaf untuk 
mengerjakannya atau menolaknya. 
Hukum taklifi terbagi kepada lima bagian, yaitu :
102
 
1. Wajib, adalah khitab yang berisi tuntutan yang mesti 
dikerjakan atau dilakukan. 
2. Haram, adalah khitab yang berisi larangan dan mesti 
ditinggalkan. 
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3. Mandub, adalah khitab yang berisi tuntutan yang tidak 
mesti dituruti. 
4. Makruh, adalah khitab yang berisi larangan yang tidak 
mesti dijauhi. 
5. Mubah, adalah khitab yang berisi kebolehan memilih 
antara berbuat atau tidak berbuat. 
 Jadi, hukum taklifi adalah apa-apa yang mengandung 
tuntutan terhadap mukallaf untuk berbuat atau menahannya 
dari melakukannya atau memilih antara melakukan dengan 
tidak melakukannya. 
2. Kriteria Mukallaf 
Para ulama fiqh menjelaskan beberapa syarat yang 
harus ada pada seorang mukallaf (cakap bertindak hukum) 
dan syarat yang wajib dipenuhi dalam perbuatan (tindakan 
hukum) mukallaf itu sendiri. Syarat yang harus dipenuhi suatu 
perbuatan mukallaf, sehingga dapat dikenakan 
pertanggungjawaban hukum adalah : (1) Perbuatan itu 
mungkin untuk dilakukan, dan (2) Mukallaf itu memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan atau meninggalkan 
perbuatan itu.
103
  
Syarat yang harus ada pada seorang mukallaf agar 
seluruh tindakan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan 
adalah : (1) Mampu untuk memahami landasan hukum atau 
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suatu taklif. Artinya, ia mempunyai kemampuan untuk 
memahami nusus al-syar‟iyyah yang berkaitan dengan hukum 
taklifi,
104
 berupa perbuatan yang wajib, sunah, haram, makruh, 
dan mubah. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk 
memahami hukum-hukum ini tidak mungkin untuk mengikuti 
ketentuan yang dibebankan atasnya. (2) Memliki kecakapan 
bertindak hukum dan cakap untuk menerima hukuman. Orang 
yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, tidak dapat 
diminta pertanggungjawabannya, seperti anak kecil dan orang 
gila.
105
 
Dalam kaidah hukum taklifi disebutkan bahwa 
mahkum „alaih (orang yang dibebani hukum) mempunyai dua 
syarat pembebanan hukum, yaitu:
106
 sanggup memahami 
khitab-khitab pembebanan, yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah, 
baik dengan dirinya sendiri maupun perantara; dan 2) 
mempunyai kemampuan untuk menerima beban (ahliyah). 
Dalam konsep ahliyah ini dikenal dua istilah yaitu pertama, 
ahliyah wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan 
kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia 
dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, ahliyatul ada‟ 
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(kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk 
dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.  
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BAB III 
TUNAGRAHITA SEBAGAI PELAKU ZINA DAN POTENSI 
HUKUMNYA 
 
A. Seksualitas Tunagrahita 
1. Seksualitas 
H.C. Witherington, seorang sarjana psikologi dari 
Amerika mengemukakan adanya tiga motivasi dasar pada diri 
manusia, yaitu : lapar, proteksi diri dan seks. Pernyataan ini 
sungguh sangat mendalam. Sehubungan dengan motivasi 
dasar seks pada manusia, kesenangan seksual merupakan hasil 
pemenuhan motivasi dasar seks atau yang dengan kata lain 
kita istilahkan dengan nafsu, khususnya nafsu syahwat. 
Dengan demikian benarlah bahwa motivasi dasar seks itu 
adalah alami, yang menempati sepertiga dari seluruh kekuatan 
motivasi dasar yang ada pada diri individu.
107
 
Para penganjur seks bebas memiliki argumen bahwa 
dorongan seks itu alami, persis seperti lapar dan dahaga. 
Pemuasannya juga bersifat alami atau natural. Sedangkan para 
penyanggahnya berpendapat bahwa memang benar dorongan 
seks itu pada mulanya bersifat fisiologis dan alami, sebagai 
produk dari kegiatan ganduler. Namun kemudian, segi-segi 
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psikis dari seks ikut muncul, berupa imaginasi seks yang 
mempengaruhi kegiatan-kegiatan glanduler.
108
  
Dorongan-dorongan seks itu lalu bersifat artifisial, 
bukan alami lagi, sebab semakin banyak terdapat 
stimuli/perangsang seks dalam masyarakat modern sekarang. 
Misalnya berupa : film-film biru, gambar-gambar dan majalah 
porno, pertunjukkan seks, dan lain-lain perangsang yang 
sangat kasar, sehingga muncul perbuatan seks yang sangat 
ditolak oleh masyarakat, umpama dalam bentuk : perkosaan, 
ekshibisionisme seksual, promiskuitas terbuka, dan lain-lain. 
Karena itu perlu diadakan sanksi dan kontrol sosial terhadap 
kehidupan seks, demi menjamin ketenteraman dan ketertiban 
hidup.
109
 
Faktor-faktor yang dapat mengantarkan pada zina 
sangat banyak. Bahkan dapat dikatakan hampir pada semua 
kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan di pinggir 
jalan, dalam pekerjaan, dalam kampus, dan lain-lain, dapat 
mengantarkan kita pada mendekati perbuatan zina, apabila 
kita kurang hati-hati dan tidak  memiliki kendali diri yang 
berupa aturan moral, hukum dan ajaran agama yang telah 
tertanam kuat di dalam diri kita. 
Dorongan seks bersifat alamiah. Hal tersebut 
merupakan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Akan 
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tetapi, hal itu menjadi tidak wajar apabila dorongan seks 
tersebut disalurkan dengan cara yang keliru. Dilakukan 
dengan menyalahi peraturan yang ada baik pelanggaran 
terhadap hukum positif maupun hukum Islam. Contohnya 
yaitu dengan berzina.  
Para penyandang disabilitas sebagaimana manusia 
normal yang juga dikarunia hasrat seksual tentunya memiliki 
keinginan untuk meyalurkan hasratnya tersebut dalam bentuk 
hubungan seksual yaitu dalam hal ini zina. Hal ini menjadi 
sangat wajar. Namun, dengan keterbatasan baik fisik maupun 
mental yang mereka miliki menimbulkan masalah dalam 
pelaksanaan sanksi. Contohnya dalam penyandang disabilitas 
mental, mereka belum dapat mengendalikan emosi dan belum 
dewasa. 
Pada masa remaja kira-kira umur 13-21 terjadi 
perubahan pesat, terutama terjadinya pematangan seksual dan 
mulai berfungsi organ-organ seksual. Keadaan ini memicu 
terjadinya peningkatan libido seksual. Libido ini menuntut 
untuk dipenuhi, dalam pemenuhan itu remaja-remaja sering 
tergelincir pada penyimpangan seksual seperti zina, yang akan 
berakibat pada kehidupan kesehatan, sosial, ekonomi, dll.
110
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Keterbatasan dalam kemampuan berfikir bagi 
penyandang tunagrahita juga sangat mempengaruhi perilaku 
seksual. Sebagaimana orang normal pada umumnya, 
penyandang tunagrahita juga mengalami kematangan seksual. 
Hanya cara mengekpresikan dorongan seksual kurang 
terkontrol dan tidak mampu dikendalikan. Cara yang paling 
mudah dan sering dilakukan adalah dengan cara masturbasi 
atau onani, mempertontonkan alat kemaluannya kepada 
teman, mencium teman lawan jenis, membuka resleting lawan 
jenis.
111
 
Setiap diri manusia memiliki motivasi dasar dalam 
hidup, salah satunya yaitu motivasi dasar seks. Jadi dorongan 
seks dalam diri manusia itu bersifat alami, dan pemuasannya 
pun  bersifat natural. Pada dasarnya dorongan seks ini 
memang bersifat alami, akan tetapi dengan adanya banyak 
rangsangan seks dari luar, menyebabkan manusia tidak dapat 
mengontrol naluri seks yang kuat dalam diri mereka.  
Hal tersebut mengarah kepada perbuatan yang 
meresahkan masyarakat, seperti zina. Perzinaan tidak hanya 
dilakukan oleh orang normal, seseorang penyandang 
disabilitas juga dapat terdorong untuk melakukan kejahatan 
ini karena pengaruh rangsangan seks yang begitu kuat, baik 
dari dalam diri individu maupun dari lingkungan. 
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2. Bentuk-Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual 
Tunagrahita 
Ada beberapa bentuk perilaku penyimpangan seksual 
penyandang tunagrahita. Anak penyandang tunagrahita dalam 
melampiaskan dorongan seksualnya beragam bentuknya, 
seperti : masturbasi atau onani, mempertontonkan kemaluan 
di depan temannya, mencium teman lawan jenis, 
menempelkan kemaluan saat ereksi ke benda yang ada di 
sekitarnya, serta mencoba melakukan hubungan badan dengan 
teman lawan jenis. Perbuatan itu bertujuan untuk mencari 
kepuasan seksual dan melepaskan ketegangan seksual.
112
 
3. Faktor Pendorong Penyimpangan Seksual 
Menurut Kartini Kartono, keabnormalan seksual 
disebabkan oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.. 
a. Faktor Intrinsik 
Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari 
dalam diri individu seperti keturunan yang berupa predis 
posisi dan konstitusi mentalnya. Faktor intrinsik yang 
berasal dari genetis dan hormon dapat mengakibatkan 
adanya perilaku penyimpangan seksual. Begitu pula faktor 
endokrin, pembawaan dan basic biologis dapat 
menumbuhkan tingkah laku penyimpangan seksual.
113
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b. Faktor Ekstrinsik 
Faktor ekstrinsik adalah faktor penyebab yang 
berasal dari luar individu dan dipengaruhi oleh lingkungan. 
Seperti relasi anak dengan orang tua, teman sebaya dan 
pengalaman yang diperoleh selama perkembangan.
114
  
Menurut teori psikoanalisa Freud bahwa kondisi 
penentu pada tingkah laku seksual yang menyimpang 
sudah diletakkan pada pengalaman masa kanak-kanak. 
Misalnya adanya odipus komplek, latar belakang familiar 
dengan penyimpangan seksual, homoseksual di kalangan 
keluarga dan lain sebagainya. Gangguan relasi antara anak 
dengan orang tua yang sifatnya kurang harmonis 
kontroversial, tidak komunikatif, kesemuanya menjadi 
fasilitas untuk perkembangan perilaku penyimpangan 
seksual.
115
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seksual 
ada dua faktor. Pertama : faktor keturunan, pembawaan, atau 
basic biologis yang biasa disebut dengan faktor intrinsik. 
Kedua : faktor yang berasal dari luar individu dan lingkungan, 
seperti pengalaman-pengalaman belajar sosial selama 
perkembangan, hubungan anak dengan orang tua yang kurang 
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harmonis, sikap orang tua yang kejam, serta lingkungan 
belajar anak yang kurang kondusif. 
 
B. Potensi Hukum (Ahliya’) Tunagrahita 
1. Pengertian Potensi Hukum (Ahliya’) 
Seorang mukallaf harus mempunyai ahliyah 
(kemampuan, kecakapan, kelayakan, kepatutan), untuk 
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan 
kepadanya.
116
 Fikih Islam menggunakan istilah ahliyah untuk 
menunjuk arti kecakapan-kecakapan. Menurut Wahbah 
Zuhaily, ahliyah adalah kecakapan seseorang untuk memiliki 
hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk 
melakukan tasharuf (perbuatan hukum).
117
 
Muhammad Abu Zahrah, ahliyah adalah kemampuan 
seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. 
Artinya orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang 
lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk 
melaksanakannya.
118
 Ahliyah yang dimaksud terdiri dari dua 
bagian, antara lain : 
a. Ahliyatul Wujub, adalah kepantasan seseorang untuk 
mempunyai hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan 
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hak adalah sesuatu yang harus diterimanya dari orang lain. 
Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada 
orang lain. Dasar keputusan itu adalah kemanusiaan. Oleh 
karena itu sesama manusia laki-laki, perempuan, baik 
janin, bayi maupun baligh, gila ataupun waras, sakit atau 
sehat ditinjau dari kemanusiaannya ia adalah ahliyatul 
wajib.
119
 
b. Ahliyatul Ada‟, adalah kepantasan seseorang mukallaf 
untuk diperhitungkan oleh syara‟, ucapan dan 
perbuatannya dengan pengertian, apabila seseorang 
mengerjakan shalat wajib, maka syara‟ menilai bahwa 
kewajibannya telah tunai dan gugur daripadanya tuntutan 
itu. Sebagai dasar untuk menentukan ahliyatul ada ialah 
tamyiz. Oleh karena itu manusia yang tergolong ahliyatul 
ada adalah manusia yang mumayyiz saja.
120
 
Ditinjau dari segi ahliyatul wujub, manusia terbagi menjadi 
dua bagian : 
1) Ahliyatul Wujub Naqishah, golongan ini hanya baru pantas 
untuk menerima hak tetapi belum patut memikul 
kewajiban dan sebaliknya. Umpamanya :
 121
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a) Janin yang masih dalam kandungan ibunya telah 
mempunyai hak untuk menerima warisan atau berupa 
wasiat, tetapi ia belum memikul kewajiban. 
b) Orang yang meninggal, tetapi dalam keadaan 
berutang, maka utangnya itu harus dibayarkan dari 
hartanya, dengan pengertian dia harus memenuhi 
kewajibannya kepada orang lain, sedangkan haknya 
telah habis dengan kematiannya. 
2) Ahliyatul Wujub Kamilah, golongan ini adalah manusia 
yang pantas mempunyai hak dan kewajiban. Jadi seluruh 
manusia semenjak dilahirkan ke dunia sampai ia 
meninggal dunia disebut ahliyatul wujub kamilah.
122
 
Manusia ditinjau dari aspek ahliyatul ada yaitu 
kepantasan seseorang manusia diperhitungkan oleh hukum 
Islam/syara‟ terbagi tiga golongan, antara lain :123 
1) Orang yang sekali-kali tidak mempunyai ahliyatul ada. 
Yang termasuk golongan ini adalah anak-anak di masa 
kecilnya dan orang gila, hal disebabkan tidak adanya 
tamyiz. Semua ucapan dan tingkah laku golongan ini tidak 
dinilai dan diperhitungkan oleh hukum Islam/Syara‟. 
2) Orang yang telah mumayyiz, tetapi belum baligh. Orang 
yang termasuk golongan ini adalah anak-anak mumayyiz 
sebelum baligh dan ma‟tuh yaitu orang yang lemah 
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pikirannya atau setengah gila. Orang-orang seperti 
disebutkan diatas, karena ia telah mumayyiz maka 
dianggap syah segala pengurusannya yang menguntungkan 
kepadanya. Sedangkan pengurusannya yang merugikan diri 
sendiri tidak syah dilakukan. 
3) Golongan yang sama dengan orang yang telah baligh 
berakal, yang dikenal dengan istilah kamilatul ahliyatul lil 
ada. Pada mulanya ahliyatul ada itu ditentukan dengan 
adanya akal bagi seseorang, tetapi karena akal sesuatu 
yang kurang maka dikaitkan dengan balighnya orang itu. 
Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya juga 
dikemukakan tentang pengklasifikasian ahliyatul ada, salah 
satunya yaitu manusia secara determinis terkadang tidak 
mempunyai keahlian melaksanakan, atau kehilangan keahlian 
melaksanakan. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika 
masa kanak-kanak dan orang gila pada usia berapapun.  
Anak-anak dan orang gila tidak dibebani hukum 
karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak memiliki 
keahlian melaksanakan, dan semua ucapan maupun perbuatan 
tidak berbekas syara‟. Batas maksimalnya, apabila salah satu 
diantaranya melakukan suatu tindak pidana terhadap jiwa atau 
harta orang lain, maka kepadanya diberi hukuman secara 
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harta, tidak secara fisik.
124
 Jadi terdapat dispensasi hukum 
bagi tunagrahita yang melakukan tindak pidana. 
2. Ambang Batas Pemberlakuan Potensi Hukum (Ahliya’) 
Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hendaklah orang-
orang yang dibebani hukum itu berakal. Menentukan garis-
garis telah berakal amat sukar. Karena itu syara menjadikan 
“sampai umur,”  tanda telah berakal. Untuk mengetahui 
bahwa yang telah sampai umur itu berakal, maka dapat dilihat 
dari perilakunya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan 
sehari-hari.
125
 
Kemampuan memahami dalil itu hanya diperoleh 
dengan akal, sebab akal adalah alat untuk memahami dan 
mengetahui. Dengan akallah kemauan untuk mengikuti itu 
dapat terbimbing. Namun karena akal itu merupakan hal yang 
tersembunyi yang tidak bisa diinderawi secara lahiriah, maka 
syar‟i telah menghubungkan beban (taklif) itu dengan hal 
yang nyata dapat dijangkau oleh indera, yang menjadi asumsi 
bagi akal, yakni kedewasaan.
126
  
Maka, barangsiapa telah mencapai tingkat 
kedewasaan tanpa menampakkan sifat-sifat yang merusak 
kekuatan akalnya, berarti telah sempurna padanya 
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kemampuan untuk diberi beban. Atas dasar itu orang gila dan 
anak-anak tidak bisa diberi beban, demikian pula orang yang 
lupa, tidur, dan mabuk. 
Dasar dari ahliyah adalah kemampuan akal. Orang 
yang belum mempunyai kemampuan akal yang sempurna 
seperti anak yang belum mencapai usia mumayiz dan orang 
yang gila tidak memiliki ahliya. Tetapi kalau kemampuan 
akalnya meningkat seperti anak yang mencapai usia mumayiz 
sedangkan kecakapannya belum sempurna, maka ada tindakan 
yang dianggap sah seperti menerima pemberian tetapi ada 
yang tidak sah seperti memberikan hartanya dan ada pula 
yang sah atau tidaknya bergantung kepada perizinan walinya.
 
127
   
Dalam hal ini Syara' mengaitkan kemampuan akal 
dengan sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika 
seseorang telah memasuki periode baligh dan dari dirinya 
tidak menampakkan tanda-tanda ketidaksempurnaan akalnya, 
maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-
dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu 
telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum 
berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti 
anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga 
orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, 
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seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami 
dalil-dalil penetapan hukum.  
Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani 
dengan ketentuan-ketentuan hukum Syara'. Akan tetapi kalau 
sudah mencapai usia baligh ia memiliki kecakapan sempurna, 
semua tindakannya dianggap sah oleh syara‟ selama tidak ada 
pada dirinya yang dapat mengurangi atau menghilangkan 
kecakapannya. 
3. Penghalang – Penghalang Potensi Hukum („Awaridul 
Ahliya’)  
Awaridl Ahliyah adalah gangguan yang menimpa 
ahliyah (yang dimaksud manusai) baik gangguan itu menimpa 
ahliyatul wujub maupun ahliyatul ada. Awaridl Ahliyah dapat 
dibagi menjadi dua bagian :
128
 
a. Samawi, adalah gangguan yang terjadi pada manusia itu 
bukan dengan usaha, tapi telah ketentuan baginya. 
Contohnya : gila, lemah syaraf. 
b. Kasabi, gangguan yang terjadi pada manusia itu 
disebabkan dengan adanya usaha manusia itu, seperti 
mabuk. 
Memperhatikan akibat ahliyatul ada, maka gangguan-
gangguan itu terbagi menjadi beberapa jenis antara lain :
129
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1. Gugur ahliyatul ada, khusus bagi manusia yang gila dan 
sedang tidur. Adapaun orang gila dan orang yang sedang 
tidur, maka ucapan dan perbuatannya tidak menjadi 
perhitungan bagi syara‟.  
2. Kurang ahliyatul ada (tidak gugur seluruhnya), seperi 
manusia yang lemah pikirannya dan juga anak-anak yang 
mumayyiz. Gangguan tersebut hanya mengurangkan 
ahliyatul ada, yaitu tidak boleh ia menggunakan harta yang 
merugikan baginya, kalau penggunaan harta itu 
menguntungkan kepadanya dibolehkan. 
3. Tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangkan 
ahliyah, tetapi hanya mengubah sebagian hukum untuk 
kemaslahatan. Seperti Safah yaitu orang yang kurang 
akalnya, dan tidak kurang mempunyai perhitungan dalam 
mempergunakan hartanya, juga demikian ghaflah dan 
utang. 
Hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan 
kecakapan, ada yang berasal dari ketentuan syara‟ yang 
dinamakan “awaridus samawiyah” seperti gila, rusak akal, 
tidur, lupa, pingsan, sakit, haid, nifas, dan meniggal. Dan yang 
berasal dari perbuatan mukallaf sendiri yang dinamakan 
“awaridul muktasabah” seperti safah (boros), mabuk, 
bepergian, kekeliruan, main-main, hutang dan paksaan 
(ancaman). 
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BAB IV 
ANALISIS SANKSI BAGI TUNAGRAHITA SEBAGAI 
PELAKU ZINA 
 
A. Analisis Sanksi Tunagrahita yang Berzina Menurut Hukum 
Islam 
Perzinaan dalam agama Islam dirumuskan sebagai 
hubungan seksual antara pria dengan wanita yang tidak terikat 
oleh perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Jadi 
menurut Islam, delik perzinaan bukan hanya dilakukan oleh 
orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga oleh orang 
yang belum berkeluarga asal sudah mukallaf (dewasa).
130
 
Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa 
yang besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan 
membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya. Akan 
menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan 
mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan, menurunkan 
nama baik, dan menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani 
maupun rohani. Oleh karena di dalam al-Qur‟an diterangkan 
mengenai larangan zina, yaitu pada surah Al-Isra‟ ayat 32 :  
 
حَشِٰحَف َىاَك  َُ ًَ ِإ ًَِٰۖٓٔضلّٱ ْاُْتَۡشقَذ اَلَّّٞ لِ٘ثَُ  َءٓاَُ َّٞا 
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Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya 
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 
jalan yang buruk. (Al-Isra‟ : 32).131 
 
Zina merupakan dosa yang sangat besar, bila dibiarkan 
tanpa hambatan niscaya ia akan menghancurkan bangunan sosial 
Ummah ini. Karena sebab itu, maka ditetapkan hukuman yang 
mengerikan bagi tindak kejahatan yang besar ini dalam undang-
undang Hukum Islam, serta ancaman siksa yang dahsyat bagi 
para pezina di Hari Kemudian. Islam sangat membenci zina dan 
karenanya memerintahkan kaum Muslimin agar menjauhkan diri 
dari semua godaan syeithan yang akan mendorong seseorang 
berzina.
132
 
Hukum pidana Islam memandang setiap hubungan 
seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan 
yang sah merupakan zina. Hukumannya merupakan hak Allah 
yaitu hudud, baik bagi pelaku yang sudah menikah maupun yang 
belum menikah. Sanksi bagi pelaku zina telah diatur dalam al-
Qur‟an surah An-Nuur ayat 2, yaitu sebagai berikut : 
ذِحَّٰ  َلُك ْاُّذِلَۡٲَف ًِٖاَضلّٱَّ  ُحَ٘ ًِاَضلّٱٞ َئْاِه اَوُِ ٌِۡهجَۡذلَ  َحۖٞ نُكۡزُِ ۡأَذ اَلَّّ  
حَۡفأَس اَوِ ِتٞ  ِۖشِ ٓأۡلّٱ ِمَْۡ٘ ۡلّٱَّ  َِ َللّٲِت َىٌُِْۡهؤُذ ۡنُرٌُك ىِإ َِ َللّٱ ِيِٗد ِٖف
حَفِئٓاَط اَوُِ َتاَزَع ۡذَِ ۡشَ٘ ۡلَّّٞ  َيٌِِ٘هۡؤُوۡلّٱ َيِه 
Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 
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dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.(An-Nuur:2)
133
 
 
Adapun sunnah qauliah yang menjelaskan hukuman zina 
adalah sebagai berikut : 
 : َنَلَُ َّ  َِ ِلّآَّ  َِ ْ٘ َلَع َُ ّللّا َٔلَص َُ ّللّا ُلّْ ُ َس َلّاَق : َلّاَق ِدِهاّصلّا ِيْتَجَداَثُع ْيَع
 ٌَِٔعاّْ ُزُِ  ٌَِٔعاّْ ُزُِ ُٔ ْفًَ َّ ٍحَئاِهُذْلَ ِشْكِثْلّاِتُشْكِثْلَّا .ًلاْ٘ ِثَُ  َيُِ َلّ َُ ّللّا َلَعَ ْذَق
)ٔئاسٌلّاّ ٓساخثلّالاا حعاوجلّا ٍاّس( ُنَْ َشلّاَّ ٍحَئاِهُذْلَ  ِةَِ٘ثّلّاِت ُةَِ٘ثّلّاٍّحٌَ َُ 
 
Artinya : Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah 
saw. bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari 
diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan 
keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan 
gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan 
selama satu tahun, sedangkan duda dan janda 
hukumannya dera seratus kali dan 
rajam.”(Diriwayatkan oleh jama‟ah kecuali Bukhari 
dan Nasa‟i)134 
 
Berdasarkan ayat dan hadis diatas, maka sanksi bagi 
pelaku zina dirinci menjadi dua macam, yaitu rajam dan dera. 
Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam 
ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan 
perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda 
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(muhshan atau muhshanah). Hukuman jilid atau cambuk atau 
dera atau sebat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah 
melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis. 
Dalam hukum Islam perbedaan sanksi bagi pelaku zina 
digolongkan berdasarkan status si pelaku, apakah sudah menikah 
atau belum. Lalu bagaimana jika yang melakukan zina tersebut 
adalah seorang tunagrahita, apakah dijatuhi dengan sanksi yang 
sama? Di dalam hukum, baik hukum positif maupun hukum 
Islam penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum, memiliki 
keistimewaan. Selain itu juga, belum ada peraturan yang 
menjelaskan secara rinci terkait hukuman bagi pelaku zina yang 
disabilitas khususnya tunagrahita. Bagaimana sanksi bagi 
tunagrahita sebagai pelaku zina menurut hukum Islam? 
Sanksi hudud bagi pezina dapat dijatuhi kepada siapapun 
asal memenuhi unsur zina. Syarat-syarat pezina dapat dijatuhi 
hukuman yaitu, berakal sehat, sudah dewasa (balig), merdeka 
(tidak dipaksa/diperkosa), dan tahu bahwa zina diharamkan. 
Hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang 
gila atau orang yang dipaksa berbuat zina.
135
 Dalam pelaksanaan 
sanksi hudud bagi pezina ada beberapa syarat, yaitu :  
1. Berakal. Secara ijma‟ telah ditentukan, bahwa syarat dari pada 
taklif adalah akal, maka orang yang tidak berakal tidaklah 
dapat dikatakan seorang yang mukallaf, demikian menurut 
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Kahalani. Ketentuan-ketentuan mengenai orang tidur, anak-
anak, dan orang gila, adalah merupakan orang-orang yang 
tidak berakal, dan mereka itu bukanlah orang yang mukallaf. 
Jika terbukti bahwa orang yang melakukan suatu tindak 
pidana adalah tidak berakal walaupun umurnya telah cukup, 
dia pasti akan dibebaskan dari hukuman.
136
 
2. Baligh. Jadi, orang yang telah cukup umur untuk menikah, 
yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, 
maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku 
padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya 
atau haidnya) namun telah berusia lima belas tahun, maka 
berlaku juga padanya semua hudud.
137
 
3. Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)‟. Jika seseorang dipaksa 
untuk berzina maka gugur darinya hudud. 
4. Mengetahui keharamannya. Mengetahui perempuan yang 
disetubuhinya adalah perempuan yang diharamkan baginya. 
Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, 
maka tidak dapat dikenai sanksi hudud. 
Imam as-Syafi‟i menyebutkan bahwa orang yang 
menderita keterbelakangan mental tidak mendapat hak untuk 
menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini 
dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, 
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sehingga akad yang dilakukan pun dipandang batal kecuali 
dengan seizin wali.
138
 
Dalam pelaksanaan had zina bagi muhshan terdapat 
beberapa syarat sebagai berikut :
139
 
1. Taklif. Pelaku zina adalah orang yang berakal dan baligh. Jika 
dia orang gila atau anak kecil, maka tidak dikenai hukuman 
had, akan tetapi terkena ta‟zir. 
2. Merdeka. Jika dia seorang hamba sahaya (budak), maka 
keduanya tidaklah dirajam. 
3. Zina yang dilakukan setelah menikah dengan pernikahan yang 
sah, dan telah melakukan hubungan seks. 
Terdapat beberapa syarat terhadap perbuatan zina agar 
dapat dijatuhi sanksi hudud. Apabila tunagrahita memenuhi 
syarat-syarat tersebut maka dapat dijatuhi sanksi hudud. 
Tunagrahita diklasifikasikan kedalam tiga jenis, yaitu ringan, 
sedang dan berat.  
Tunagrahita ringan memiliki IQ antara 50-75, masih bisa 
dididik dan hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari, bahkan 
bisa bekerja. Tunagrahita sedang memiliki IQ 25-50, mereka 
hanya bisa dididik seputar kehidupan sehari-hari dan terkadang 
masih memerlukan bantuan dalam melakukan hal-hal tertentu. 
Tunagrahita berat memiliki IQ 0-25, hampir semuanya tidak bisa 
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melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, harus dibantu 
orang lain, jadi sangat ada ketergantungan dengan orang lain. 
Tunagrahita jenis ringan dapat dibebani 
pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, 
karena mereka masih mampu untuk dididik dan hidup mandiri, 
meskipun kemampuan memahaminya tidak seperti orang normal 
lainnya. Mereka masih bisa mengontrol emosi dan membedakan 
hal yang baik dan buruk. 
Sedangkan seorang tunagrahita sedang dan berat tidak 
dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah 
dilakukannya. Karena kelemahan akalnya yang menyebabkan dia 
sulit untuk memahami suatu permasalahan dan tidak dapat 
mengontrol emosionalnya. Mereka kesulitan dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari dan memerlukan bantuan orang lain. Mereka 
juga susah membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang 
buruk. 
Dengan demikian apabila seorang tunagrahita melakukan 
perbuatan zina, maka tidak semuanya dapat dijatuhi sanksi hudud 
karena tidak cakap hukum dan tidak dapat dibebani suatu hukum. 
Tunagrahita ringan dapat dijatuhi sanksi hudud asalkan mereka 
sudah dewasa atau mampu melakukan pekerjaan sehari-harinya 
dengan baik.  
Sedangkan tunagrahita sedang dan berat tidak memenuhi 
syarat-syarat seorang pezina dapat dijatuhi sanksi hudud, yaitu 
berakal atau mukallaf. Mereka tidak dapat dikatakan sebagai 
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seorang mukallaf, sehingga sanksi hudud gugur atasnya, akan 
tetapi terkena ta‟zir. 
Hukum Islam senantiasa hidup dan berkembang sejalan 
dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di tengah 
masyarakat. Disyariatkannya hukum Islam karena ada sebab-
sebab yang menuntutnya dan tujuan-tujuannya yaitu untuk 
mewujudkan kemaslahatan masyarakat (umat). Tindak pidana 
hudud dalam hukum pidana Islam termasuk hukuman yang berat, 
dan memerlukan pembuktian yang meyakinkan. Apabila suatu 
tindak pidana tidak dapat terpenuhi unsur-unsurnya, maka sanksi 
tidak boleh dilaksanakan. Rasulullah bersabda :  
 
 َ٘لع َّللّا لُّْس لّاق : لّاق ٌَع َّللّا ٔضسجشٗشُ ٖتا يع
حلّااْعفدإ : نلُّ.اعفذهاِلّ نذذَّاهدّذ  
Artinya : Dari Abi Hurairah r.a. berkata dia : Rasulullah s.a.w. 
bersabda : “Tolaklah hudud itu selama kamu temui 
sesuatu yang dapat mengelakkannya atau 
menolaknya”. (H.R. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). 
140
 
 
Dalam kaidah hukum taklifi disebutkan bahwa mahkum 
„alaih (orang yang dibebani hukum) mempunyai dua syarat 
pembebanan hukum, yaitu:
141
 sanggup memahami khitab-khitab 
pembebanan, yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah, baik dengan dirinya 
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sendiri maupun perantara; dan 2) mempunyai kemampuan untuk 
menerima beban (ahliyah). Dalam konsep ahliyah ini dikenal dua 
istilah yaitu pertama, ahliyah wujub, yaitu kemampuan menerima 
hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua 
manusia dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, ahliyatul ada‟ 
(kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk 
dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 
Manusia secara determinis terkadang tidak mempunyai 
keahlian melaksanakan, atau kehilangan keahlian melaksanakan. 
Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika masa kanak-kanak 
dan orang gila pada usia berapapun. Anak-anak dan orang gila 
tidak dibebani hukum karena dianggap tidak mempunyai akal, 
juga tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan semua ucapan 
maupun perbuatan tidak berbekas syara‟. Batas maksimalnya, 
apabila salah satu diantaranya melakukan suatu tindak pidana 
terhadap jiwa atau harta orang lain, maka kepadanya diberi 
hukuman secara harta, tidak secara fisik.
142
 
Manusia terkadang tidak sempurna dalam ahliyatul 
ada‟nya, yaitu saat anak pada usia remaja (mumayyiz). 
Pengertian ini mencakup anak-anak yang masih dalam usia 
remaja sebelum baligh. Termasuk pula orang yang kurang 
berakal. Karena orang yang kurang berakal ini tidak cacat 
akalnya, dan tidak pula kehilangan akalnya. Namun ia hanya 
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lemah dan kurang akal, maka ketetapan hukum baginya 
dikategorikan sebagai anak remaja. Mereka dianggap sah 
mengelola sesuatu yang berguna secara pribadi tanpa perantara. 
Seperti menerima hibah atau sedekah tanpa seizin walinya.
143
  
Dengan melihat faktor ahliyah di atas, khususnya ahliyah 
al-ada‟, maka penderita tunagrahita ringan dapat dikatakan 
sebagai mukallaf atau dapat dibebani hukum taklif, karena 
mampu untuk berbuat dan menjalani hidup mandiri. Jadi apabila 
mereka melakukan zina dapat dikenai sanksi hudud. 
Sedangkan tunagrahita sedang dan berat tidak dapat 
menerima pembebanan hukum taklifi. Hal ini dikarenakan 
dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai 
mahkum „alaih (orang yang terkena pembebanan hukum). 
Mereka tidak tergolong dalam seorang mukallaf. Mereka tidak 
mengetahui hukum-hukum taklifi dan tidak cakap hukum, 
sehingga tidak dapat dibebani oleh hukum.  
Oleh karena itu, seorang tunagrahita sedang dan berat 
yang melakukan perbuatan zina tidak dapat dimintai 
pertanggungjawabannya, dan sanksi hudud tidak dapat 
ditangguhkan atau gugur. Kalaupun dikenai hukuman, tidak 
dapat dihukum secara fisik, akan tetapi secara harta. 
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B. Analisis Sanksi Tunagrahita yang Berzina Menurut Hukum 
Positif 
Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, yaitu 
disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa referensi 
disebut juga dengan anak berkelainan mental subnormal, 
keterbelakangan mental, lemah ingatan, febleminded, mental 
subnormal. Semua makna dari istilah itu sama, yaitu menunjuk 
kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah 
normal.
144
 
Tunagrahita telah diatur dalam Undang-Undang yaitu 
pada UU No. 8 Th. 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penyandang 
Disabilitas, yang berbunyi : 
“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 
untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.145 
 
Seorang tunagrahita memiliki kemampuan intelektual di 
bawah rata-rata karena terjadi hambatan perkembangan 
intelektual. Sehingga menyebabkan keterbatasan intelegensi dan 
ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Tunagrahita memiliki 
kemampuan berfikir dibawah rata-rata yang juga mengakibatkan 
mereka mengalami hambatan dalam memahami masalah. 
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Terdapat mitos tentang seksualitas disabilitas yang masih 
diyakini, yaitu bahwa orang-orang disabilitas bukan makhluk 
seksual atau aseksual. Akan tetapi faktanya mengatakan bahwa 
semua manusia termasuk disabilitas, adalah makhluk seksual 
tanpa memandang apakah mereka disabilitas secara fisik atau 
mental.
146
 Jadi, seorang tunagrahita juga merupakan makhluk 
seksual yang memiliki hasrat seks untuk disalurkan.  
Keterbatasan dalam kemampuan berfikir bagi 
penyandang tunagrahita juga sangat mempengaruhi perilaku 
seksual. Sebagaimana orang normal pada umumnya, penyandang 
tunagrahita juga mengalami kematangan seksual. Hanya cara 
mengekpresikan dorongan seksual kurang terkontrol dan tidak 
mampu dikendalikan.
147
 
Anak penyandang tunagrahita dalam melampiaskan 
dorongan seksualnya beragam bentuknya, seperti : masturbasi 
atau onani, mempertontonkan kemaluan di depan temannya, 
mencium teman lawan jenis, menempelkan kemaluan saat ereksi 
ke benda yang ada di sekitarnya, serta mencoba melakukan 
hubungan badan dengan teman lawan jenis.
148
 Dari perilaku-
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perilaku tersebut dapat mengarah ke perbuatan zina, yangmana 
dianggap sebagai tindak kejahatan dalam negeri ini. 
 Pelaksanaan seksualitas dalam kehidupan bermasyarakat 
diatur melalui norma-norma yang harus dipertahankan, apakah 
itu norma-norma kesusilaan, hukum negara atau hukum agama. 
Bila perbuatan koitus itu dialakukan di luar norma-norma yang 
diakui, di luar nikah, perbuatan itulah yang disebut dengan 
perzinaan. Dorongan seksualitas sangatlah hebat, dapat 
menguasai diri manusia. Oleh karena itu, perlu adanya hukuman 
untuk mengendalikannya. 
Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur tentang 
zina yaitu pada KUHP. Dalam KUHP, delik perzinaan 
dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan. Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 
284, yang berbunyi :
149
  
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:   
a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 
(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 
baginya,   
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, 
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;  
c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;   
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d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan 
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut 
bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan 
suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku 
pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan 
permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena 
alasan itu juga.   
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.   
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 
sidang pengadilan belum dimulai. 
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak 
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena 
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja 
dan tempat tidur menjadi tetap. 
 
Perzinaan menurut KUHP merupakan hubungan seksual 
di luar pernikahan yang salah satu pelakunya atau keduanya telah 
terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Perzinaan juga 
merupakan delik aduan, yaitu tidak dapat dijatuhi pidana tanpa 
ada aduan dari suami atau istri yang dirugikan. Jadi, jika 
pelakunya sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan 
tindak pidana perzinaan.  
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Di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan mengenai 
pelaku yang menyandang tunagrahita, lalu bagaimana 
hukumannya, apakah sama atau berbeda? 
Jika melihat dari peraturan yang sudah ada, yaitu dalam 
KUHP Pasal 284, seorang tunagrahita yang memang sudah 
terbukti bersalah melakukan delik perzinaan dan terdapat 
seseorang yang melaporkannya, maka orang tersebut harus tetap 
mendapat sanksi, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling 
lama sembilan bulan. Karena pada dasarnya semua orang 
dianggap sama dihadapan hukum. Seperti asas yang terdapat 
dalam hukum acara pidana, yaitu asas perlakuan yang sama di 
muka hukum. 
Sehubungan dengan penjatuhan suatu sanksi, tidak bisa 
semata-mata hanya memerhatikan satu perundang-undangan saja, 
harus memerhatikan perundang-undangan lain agar tidak terjadi 
ketimpangan dalam penjatuhan sanksi. Seorang tunagrahita yang 
berhadapan dengan hukum memiliki perlindungan khusus.  
Keadilan dan perlindungan hukum bagi tunagrahita telah 
ditetapkan dalam UU No. 8 Th. 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas yaitu pada Pasal 9, 32, 33, 34, yaitu sebagai berikut 
:
150
 
Pasal 9 
Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk 
Penyandang Disabilitas meliputi hak: 
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 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
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a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 
b. diakui sebagai subjek hukum; 
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; 
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk 
mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; 
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan 
nonperbankan; 
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan 
peradilan; 
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, 
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau 
pengambilalihan hak milik; 
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya 
dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan 
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 
Pasal 32 
Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 
Pasal 33 
1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan 
negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan 
93 
 
atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau 
psikiater. 
3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang 
untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang 
Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. 
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas 
melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, 
berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang 
Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri. 
Pasal 34 
1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dapat dibatalkan. 
2. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat 
tinggal Penyandang Disabilitas. 
3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan 
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, 
dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu 
dan cakap untuk mengambil keputusan. 
 
Pada intinya seorang disabilitas yang berhadapan dengan 
hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan 
perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya. Oleh karena 
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itu, seorang tunagrahita yang terjerat suatu kasus pidana yaitu 
perzinaan, berdasarkan Undang-undang diatas ada yang dijatuhi 
sanksi dan ada yang tidak dapat dijatuhi sanksi, tergantung jenis 
tunagrahitanya dan pemeriksaan dari dokter. 
Tunagrahita ringan memungkinkan untuk dapat dijatuhi 
sanksi penjara, karena mereka masih bisa dididik untuk 
memahami hukum, dan dapat hidup mandiri serta bekerja 
layaknya orang normal meskipun lemah akal. Jadi mereka dapat 
dikatakan cakap hukum. Sedangkan tunagrahita sedang dan berat 
yang dalam kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan 
orang lain, tidak dapat dikatakan cakap hukum.  
Akan tetapi, mengacu pada UU No. 8 Th. 2016 Pasal 32, 
33, dan 34, seorang tunagrahita dapat dinyatakan cakap atau tidak 
cakap hukum harus dengan bukti lampiran dari dokter atau 
psikolog. Jika memang terbukti bahwa tunagrahita yang 
melakukan perbuatan zina tersebut tidak cakap berdasarkan 
keterangan dari dokter atau psikolog, maka orang tersebut tidak 
dapat dijatuhi sanksi. Tapi jika keterangan dari dokter atau 
psikolog mengatakan bahwa mereka cakap hukum, maka dapat 
dijatuhi sanksi penjara. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pembahasan tentang pezina yang berkaitan dengan 
penyandang tunagrahita dapat memberi wacana baru dalam 
bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dengan 
melihat dan mencermati pembahasan bab pertama sampai dengan 
bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Sanksi bagi pezina menurut hukum Islam yaitu sanksi 
hudud. Akan tetapi, secara umum hukum Islam tidak 
mengatur sanksi untuk tunagrahita. Syarat-syarat pezina 
dapat dijatuhi sanksi yaitu berakal, baligh, mengetahui 
hukum, dan tidak dalam paksaan. Salah satu syarat pezina 
dapat dihukum hudud yaitu berakal sehat. Seorang 
tunagrahita kemampuan akalnya lemah sehingga sulit untuk 
memahami suatu hal. Mengingat tunagrahita meimiliki tipe-
tipe karakteristik yaitu ringan, sedang, dan berat, maka 
tunagrahita yang dapat dijatuhi sanksi hudud yaitu 
tunagrahita tipe ringan karena mereka masih mampu untuk 
dididik. Sedangkan tunagrahita dengan tipe sedang dan berat 
sebaiknya tidak dijatuhi sanksi hudud, karena mereka masih 
sangat ketergantungan dengan orang lain dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sanksi tersebut dapat 
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diganti dengan ta‟zir atau sanksi yang tidak berhubungan 
dengan fisik. 
2.  Dalam hukum positif yang mengatur tentang delik zina, 
secara khusus tidak menyebutkan tentang sanksi bagi 
tunagrahita. Dalam pasalnya hanya disebutkan bahwa yang 
dapat dijatuhi sanksi maksimal sembilan bulan penajara 
yaitu mereka yang sudah menikah dan ada suami atau isteri 
yang mengadukan. Dengan demikian, siapapun termasuk 
tunagrahita yang memenuhi syarat tersebut dapat dijatuhi 
sanksi penjara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penjatuhan 
sanksi juga harus melihat UU tentang disabilitas. Dalam 
pasalnya disebutkan bahwa cakap hukum atau tidaknya 
seorang tunagrahita harus didasari bukti terlampir berupa 
keterangan dari dokter atau psikolog. Jika keterangan dari 
dokter atau psikolog mengatakan bahwa mereka cakap 
hukum maka dapat dijatuhi sanksi penjara, begitu 
sebaliknya. Meski demikian, melihat tipe-tipe tunagrahita, 
memungkinkan tunagrahita tipe ringan untuk dapat dijatuhi 
sanksi penjara karena mereka masih mampu untuk dididik. 
Sedangkan tunagrahita tipe sedang dan berat tidak 
memungkinkan untuk dijatuhi sanksi penjara karean mereka 
masih sangat bergantung dengan orang lain dalam kehidupan 
sehari-hari.  
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B. Saran  
Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa 
saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu : 
1. Penyandang tunagrahita adalah seorang manusia yang juga 
memiliki hasrat seksual layaknya orang normal. Karena 
adanya hambatan intelegensi yang membuat mereka tidak 
dapat mengontrol, jadi harus diperhatikan dengan lebih baik. 
2. Harus lebih meningkatkan peran untuk membina dan 
mengontrol para tunagrahita oleh keluarga atau lembaga 
yang berwenang. Pemerintah dan masyarakat juga berperan 
penting dalam hal ini. 
3. Perlu adanya ketegasan dalam perumusan perundang-
undangan untuk melindungi kaum tunagrahita. 
 
C. Penutup  
Tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali 
kepada Allah SWT, yang dengan karunia dan rahmatnya telah 
mendorong penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. 
Penulis sangat sadar bahwa penelitian yang disajikan ini masih 
terdapat kekurangan di berbagai sisinya. Oleh karena itu, penulis 
sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para 
pembaca agar nantinya menjadi penunjang untuk perubahan yang 
lebih baik pada penelitian ini pada nantinya. Semoga penelitian 
ini dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi para pembaca, 
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dan khususnya bagi penulis yang bersangkutan. Amin Ya Rabbal 
Alamin.  
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